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RINGKASAN ARTIKEL ILMIAH
‘?;m“::hfgﬁ;}; ;:;bmembahas implementasi peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan
tindak p A uan, Kabupaten Barito Selatan, Penelitian difokuskan pada bagaimana
Bhabinkamitibras Menjalankan fungsi pemolisian masyarakat dalam menciptakan keamanan dan
ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta m

engidentifikasi {dalam
pelaksanaan tugas diwilayah pedesaan, 8 berbagai kendala yang dihadap

Penelitian ini menggunakan metode hukym e

mplris dengan pendekatan deskriptif analitis melalui
wawancara, observasi lapangan, dan kaj

lan literatur, Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Bhabinkamtibmas berperan aktif melalui pendekatan pre-emptif, preventif, dan humanis, seperti

kegiatan Door to Door System (DDS), patroli dialogis, penyuluhan hukum, mediasi konflik,

penguatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), serta pembinaan keamanan
lingkungan berbasis partisipasi masyarakat.

Implementasi tersebut dinilai efektif dalam menjaga stabilitas keamanan Desa Mabuan,
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta membangun hubungan yang harmonis antara
aparat kepolisian dan warga desa. Pendekatan restorative Justice yang diterapkan dalam

penyelesaian konflik ringan juga dinilai mampu menjaga keharmonisan sosial tanpa harus melalui
proses hukum formal yang panjang,

Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas
Bhabinkamtibmas, sepertl keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya jumlah personel, kondisi
geografis yang sulit dijangkau, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta pengaruh

perkembangan teknologi dan budaya luar yang memicu potensi gangguan keamanan baru di
lingkungan desa,

Secara keseluruhan, artikel ini menegaskan bahwa optimalisasi peran Bhabinkamtibmas
memerlukan dukungan fasilitas operasional, penguatan kapasitas personel, kolaborasi lintas
sektor, serta partisipasi aktif masyarakat guna menciptakan sistem keamanan desa yang efektif,
humanis, dan berkelanjutan,

Kata Kunci: Bhabinkamtibmas, Pencegahan Tindak Pidana, Kamtibmas, Pemolisian Masyarakat,
Desa Mabuan. '
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Model Pencegahan Tindak Pidana Berbasis Bhabinkamtibmas
Di Desa Mabuan

BHABINKAMTIBMAS-BASED CRIME PREVENTION MODEL IN
MABUAN VILLAGE

Wulan®8, Ivans Januardy, S—
! Fakultas Hukum, Unj Riaki Setyobowo Sangalang, Vicka Prama W

versitas Palangka Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah
= YayawlnR6@gmail.com

Abstract
This study aims to analyze the Implementation of the Bhab tibmas role in preventing crime in Mabuan
Village, South Barito Regency, e inkam s role in preventing

and identify obstacles that arise in its implementation. This study uses an
empirical legal method with a descriptive analytical approach through interviews, observations, and literature
reviews. The results show that Bhabinkamtibmas carries out its role through preventive, persuasive, and
participatory efforts manifested in village visits, dialogical patrols, legal counseling, conflict mediation, and
community development. This implementation contributes to the creation of a more stable and conducive

public order and security condition. However, the implementation of Bhabinkamtibmas duties still faces
several obstacles, such as low public legal awareness, limited supporting facilities, and socio-cultural factors
that influence citizen involvement in crime pre

vention efforts. This study concludes that optimizing the
Bhabinkamlibmas role through improving legal education, strengthening collaboration with the village

government, and providing adequate facilities is essential to strengthen crime prevention efforts at the village
level.

Keywords: Bhabinkamtibmas; Crime Prevention; Kamtibmas; Empirical Law; Mabuan Village

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasl peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak
pidana di Desa Mabuan, Kabupaten Barito Selatan, serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam
pelaksanaannya. Penelitian inl menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis
melalul wawancara, observasl, dan kajian literatur, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas
menjalankan perannya melalul upaya preventif, persuasif, dan partisipatif yang diwujudkan dalam kegiatan
sambang desa, patroll dialogis, penyuluhan hukum, medlasi konfllk, serta pembinaan masyarakat.
Implementasi tersebut berkontribusi pada terciptanya kondisl kamtibmas yang lebih stabil dan kondusif.
Meskipun demikian, pelaksanaan tugas Bhabinkamtlbmas masth menghadapl sejumlah kendala, sepertl
rendahnya kesadaran hukum masyarakal, keterbatasan sarana pendukung, serta faktor soslal budaya yang
memengaruhl keterlibatan warga dalam upaya pencegahan tindak pidana. Penelitian inl menyimpulkan bahwa
optimalisasi peran Bhabinkamtibmas melalul peningkatan edukas! hukum, penguatan kolaborasi dengan
pemerintah desa, serta penyediaan fasilltas yang memadal sangat diperlukan guna memperkuat upaya
pencegahan tindak pidana di tingkat desa.
Kata kunci: Bhabinkamtibmas; Pencegahan Tindak Pldana; Kamtibmas; Hukum Empiris; Desa Mabuan
J

1. PENDAHULUAN

Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) merupakan prasyarat absolut bag!
terciptanya stabilitas nasional serta keberlanjutan pembangunan di suatu negara hukum,
Dalam konteks Indonesia, tanggung jawab fundamental dalam memelihara kondusivitas
sosial tersebut berada di bawah otoritas konstitusional Kepolisian Negara Republik

Jurnal USM Law Review Vol @ No | Tahun 2026
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Indonesia (Polrl). Eksistensi pojy

melainkan juga sebagal garda
Ketentuan inl secara eksplisit

bukan sekadar sebagal
terdepan dalam pelayanan
ditegaskan dalam Undang-

Instrumen penegak hukum,
dan perlindungan publik.
Undang Nomor 2 Tahun 2002

Landasan konstitusional mengenai tu
okok P Pasal 30 ayat
(4) Undang-Undang Dasar N Bas pokok Polri berakar kuat pada Pasa y

€gara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma konstitusi
tersebut mengamanatkan bahwa Kepolisian sebagal alat negara bertugas melindungi,
mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum secara konsisten. Mandat ini
menempatkan Polri pada posist Strategis dalam sistem ketatanegaraan untuk menjamin hak
asasl warga negara atas rasa aman. Upaya tersebut diimplementasikan melalui berbagai
fungst kepolisian yang tersebar dari tingkat pusat hingga ke unit administratif terkecil di
daerah. Dengan demikian, profesionalisme Polri dalam menjalankan mandat konstitusional
ini menjadi parameter keberhasilan penegakan supremasi hukum di Indonesta.

Dalam diskursus hukum pidana, fungsi penegakan hukum tidak hanya bersifat represif
atau yang dikenal dengan istilah jus poenale, namun Jjuga bersifat preventif. Strategi
preventif bertujuan untuk mengeliminasi potensi kejahatan sebelum tindak pidana tersebut
benar-benar terjadi dalam realitas sosial masyarakat. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dan
efisien dalam meminimalisir kerugian materiil maupun imateriil yang ditimbulkan oleh
suatu tindak kejahatan. Fungsi pencegahan ini dijalankan melalui pembinaan kesadaran
hukum serta penguatan partisipasi aktif masyarakat dalam sistem keamanan swakarsa.
Melalul paradigma inl, hukum pidana hadir sebagal sarana edukasi sosial yang mendorong
warga untuk patuh pada norma yang berlaku.?

Paradigma kepolisian modern saat ini telah mengalami pergeseran signifikan dari
model otoriter menuju model kepolisian yang lebih demokratis dan humanis, Masyarakat
tidak lagi dipandang sebagai objek hukum yang pasif, melainkan diposisikan sebagal subjek
sekaligus mitra strategis dalam menjaga ketertiban, Transformasi ini menuntut adanya
interaksi yang intensif dan komunikatif antara aparat kepolisian dengan warga setempat di
berbagai wilayah. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi akar
permasalahan sosial yang berpotensl menjadl gangguan nyata bagl ketenteraman umum,
Fokus utama dari pendekatan inl adalah membangun kepercayaan publik (public trusi
sebagal modal sosial dalam penegakan hukum,?

1 "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pasal 13," 2002,
Sudarto, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakot: Kafian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana
(Bandung: Sinar Baru, 2007). )
* Turiman, “Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma Thawaf," Jurnal Hukum
Progresif, 2010, 1-72, http://eprints.undip.ac.id/3222/.
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- nya wilayah geografls Indonesla, Polrl diwajibkan untuk
mampu menjangkau setiap Jengkel wilayah hingga ke tingkat desa. Peran krusial ini

diemban oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, atau yang
secara populer dikenal dengan akronim Bhabinkamtibmas, Bhabinkamtibmas merupakan
ujung tombak kepolisian yang bersentuhan langsung dengan dinamika kehidupan harian
warga di kelurahan maupun desa, Kehadiran mereka di tengah masyarakat menjadi simbol
representasl negara dalam memberikan perlindungan dan rasa aman secara berkelanjutan.
Melalui dedikasi Bhabinkamtibmas, berbagal potensi konflik horizontal di tingkat akar
rumput diharapkan dapat dideteksi dan dimitigasi sejak dini.*

Penyelenggaraan fungsi kepolisian di tingkat desa saat ini secara yuridis didasarkan
pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 1 Tahun 2021
tentang Pemolisian Masyarakat. Regulasi terbaru inl mencabut Perkap Nomor 3 Tahun 2015
dan membawa perubahan orlentasi dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian di lapangan.
Perpol Nomor 1 Tahun 2021 menekankan bahwa Pemolisian Masyarakat (Polmas) bukan
sekadar strategi operasional, melainkan sebuah sistem penyelenggaraan tugas yang
integratif. Perubahan ini menuntut Bhabinkamtibmas untuk memiliki kemampuan
komunikasi dan negosiasi yang lebth mumpuni dalam menghadapi problematika warga.
Implementasi regulasi ini diharapkan mampu menciptakan mekanisme penyelesaian
masalah yang lebih solutif dan mengedepankan kearifan lokal.

Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya berfokus pada tiga pendekatan utama,
yakni pre-emptif, preventif, dan humanis secara simultan. Pendekatan pre-emptif dilakukan
untuk menghilangkan niat jahat melalui pembinaan mental dan penyuluhan hukum kepada
masyarakat luas. Sementara itu, tindakan preventif diarahkan pada upaya menghilangkan
kesempatan terjadinya tindak pidana melalui kegiatan patroli dan pengawasan wilayah.
Unsur humanis menjadi ruh dari setiap tindakan yang dilakukan agar tetap menjunjung
tinggl martabat kemanusiaan dan hak asasi warga. Ketiga pendekatan ini menjadi pilar
utama bagi Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan dalam menjaga stabilitas keamanan desa
secara menyeluruh ®

Konsep Pemolisian Masyarakat menekankan pada pembangunan kemitraan yang
sejajar antara Polri dan warga untuk memecahkan berbagal permasalahan sosial. Dalam
regulasi terbaru, Bhablnkamtibmas diposisikan sebagal pengemban Polmas yang wajib
mengaktifkan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Forum Ini menjadi wadah
dialogis bagi para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat desa untuk merumuskan
kebijakan keamanan lokal. Melalul FKPM, deteksl dinl terhadap potensi gangguan
Kamtibmas dapat dilakukan secara lebth akurat berdasarkan data lapangan yang valid.

* “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesla Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar
Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat,” 2008.

5 Ibid.

§ Kunarto, Etika Kepolisian (1akarta: Cipta Manunggal, 1997).
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Lo \Takdah Int memperkuat posisi Bhabinkamtibmas sebagal mediator yang mampu
rl'l'l'-‘“J"-“"":""lm’];‘I epentingan negara dengan kebutuhan masyarakat desa.
Desa Mabuan yang terletak g Kabupaten Barito Selatan memiliki karakteristik

geografis dan demografis yang unik dan penuh tantangan, Sebagal wilayah perdesaan
dengan dinamika soslal yang cukup spesifik, Desa Mabuan memerlukan perhatian khusus
dalam strategi pencegahan tindak

pidana. Karakteristik masyarakat yang menjunjung tinggi
nilal komunal menuntut pendekatan kepolisian yang lebih adaptif serta bersifat personal.
Efektlvitas peran Bhablnkamtibmas dj wilayah inl diyji melalul kemampuannya dalam
menyesuaikan dil dengan adat istiadat setempat tanpa mengesampingkan hukum positif.
Oleh karena ltu, implementasi peran kepolisian di desa in menjadi objek studl yang sangat
menarik secara akademis maupun praktis.”

Ketiadaan kantor polisi permanen di wilayah Desa Mabuan menjadikan peran
Bhabinkamtibmas menjadi sangat vital dan tidak tergantikan, Segala bentuk pengaduan
masyarakat dan permasalahan hukum awal bermuara pada kehadiran personal
Bhabinkamtibmas yang bertugas di lapangan. Brigpol Apriyandi, selaku pengemban fungsi
Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan, menjadi representasl tunggal institusi Polr dalam
menjaga stabilitas keamanan desa tersebut. Tanggung jawab yang besar ini menuntut
mobilitas tinggl serta komitmen yang kuat dalam melayani kebutuhan warga selama dua
puluh empat jam. Keberhasilan dalam memelihara keamanan desa sangat bergantung pada
dedikasi dan kualitas interaksi personal yang dibangun oleh sang petugas. ®

Salah satu instrumen utama yang digunakan dalam memelihara keamanan di Desa
Mabuan adalah melalui keglatan patroli dialogis secara rutin. Berdasarkan hasil wawancara
dengan Brigpol Apriyandi, komunikasi dua arah menjadi kunci utama dalam mendeteksi
potensi kerawanan sosial di tingkat desa. Bellau menyatakan bahwa keglatan kunjungan
(door to door system) memberikan kesempatan bagi petugas untuk mendengarkan langsung
keluhan serta aspirasl warga. Melalul Interaksi informal tersebut, berbagal informasi
mengenal potensi sengketa lahan atau perselisihan antarwarga dapat diketahul lebih awal
sebelum meluas menjadi konflik fisik. Dengan demikian, patroli dialogis berfungsi sebagai
alat deteksi dinl yang sangat efektif dalam struktur pencegahan kejahatan, *

Dalam implementasl tugasnya, Bhabinkamtibmas Desa Mabuan juga berperan aktif
dalam melakukan mediasi terhadap perselisthan ringan yang terjadl di tengah warga.
Pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) seringkall diterapkan untuk
menyelesaikan perkara-perkara yang tidak memerlukan penanganan represif secara hukum
pidana formal. Mediasi Ini bertujuan untuk memulihkan kemball hubungan sosial yang

? Emilia Nur Chasanah Sholihin, Ibrahim Bafadol, and Asep Sunandar, “Pengelolaan Persiapan Akreditasi,”
Jurnal Administrasi Dan Manogemen Pendidikan 1, no. 4 (2018): 171-78,

® Brigpol Apriyandi, “Wawancara Terkait Strategl Patroli Dlalogis Dan Pengamanan Desa Tanpa Kantor Polis|
Permanen,” 2026.

¥ Feri Antoni Subakti; Mulyadi; Mahmud;, Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi |Jakarta:
Softmedia, 2010).
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oleh masyarakat Desa Mabuan dalam

membuktikan bahwa peran Bhabjn
perkara di tingkat penyidikan kepolisian yang lebih tinggi, 10

N:;nh d;mikian. implementasi peran Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan tidak
terlepas erbagal kendala teknis maupun sosiologls yang menghambat kinerja. Luasnya

wilayah jangkauan serta keterbatasan Sarana transportasi seringkall menjadl tantangan
tersendiri dalam merespons peng

. aduan masyarakat secara cepat. Selain Itu, tingkat
pemahaman hukum sebagian Warga yang masth rendah memerlukan kesabaran ekstra dalam
memberikan edukasi dan pembinaan secara berkelanjutan, Tantangan lain berupa pengaruh

budaya luar yang mulal masuk ke desa juga menuntut Bhabinkamtibmas untuk selalu
memperbarui strategi pembinaannya, Meskipun menghadapi berbagal rintangan, komitmen
untuk mewujudkan Desa Mabuan

yang aman dan tertib tetap menjadi prioritas utama bagi
petugas di lapangan.

Secara teoritis, keberhasilan pencegahan tindak pidana di tingkat desa diukur dari
sejauh mana masyarakat merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan aktivitas sehari-
hari. Peran Bhabinkamtibmas sebagai pilar pencegahan kejahatan harus terus diperkuat
melalul dukungan regulasi dan peningkatan kompetensi personal. Penulisan jurnal ini
dimaksudkan untuk mengkaji lebih dalam mengenal sejauh mana implementasi peran
Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan telah sesuai dengan amanat Perpol Nomor 1 Tahun 2021.
Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan
strategi kepolisian masyarakat di wilayah perdesaan lainnya di Indonesia. Analisis
mendalam mengenal faktor pendukung dan penghambat menjadi poin sentral dalam
pembahasan penelitian ini ke depan.!!

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan memfokuskan pada
efektivitas implementasi peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan kejahatan di Desa
Mabuan. Fokus utama penelitian terletak pada sinkronisasl antara peraturan perundang-
undangan dengan realitas sosiologis penegakan hukum di lapangan. Dengan menggunakan
pendekatan yuridis empiris, penelitian ini diharapkan mampu membedah secara tuntas peran
Bhabinkamtibmas dalam menjaga integritas Kamtibmas. Urgensi penelitian ini terletak pada
pencarian model pencegahan kejahatan yang paling ideal bagl wilayah yang memiliki
karakteristik ~geografis terpencil. Penulis meyakini bahwa penguatan peran
Bhabinkamtibmas adalah kunci utama bagl terciptanya ketertiban soslal yang berkelanjutan
di seluruh pelosok negeri.'?

kamtibmas sangat signifikan dalam mengurangl beban

18 Sudarto, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat: Kafian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana.
11 Hasil Wawancara dengan Brigpol Apriyandi, Bhabinkamtibmas Desa Mabuan, Kabupaten Barito Selatan,
terkait pola umum pencegahan tindak pidana di wilayah pedesaan.

“ Hasil Wawancara dengan Brigpol Apriyandi, Bhabinkamtibmas Desa Mabuan, Kabupaten Barito Selatan,
terkalt pola umum pencegahan tindak pidana di wilayah pedesaan.
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2. METODE PENELITIAN

Penelitlan inl menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaltu suatu prosedur

penelitian yang berfokus pada pengamatan terhadap perilaku hukum masyarakat seria
efektlvitas bekerjanya hukum dalam re

ecara alitas soslal, Pendekatan Ini dipilih untuk
menganallsis secara mendalam bagaimana peran Bhabinkamtibmas diimplementastkan di

Desa Mabuan, tidak hanya berdasarkan teks norma hukum positif, tetapl juga melalui
Interaksl sosial yang terjadi antara aparat dan warga. Dalam perspektif hukum empliris,
hukum dipandang sebagal gejala sostal yang dinamis atau law In action, di mana
efektivitasnya dipengaruhi oleh faktor petugas penegak hukum, sarana fasilitas, serta
kesadaran hukum masyarakat itu sendiri,' Fokus utama penelitian ini adalah untuk melihat
sejauh mana fungst preventif kepolisian mampu mereduksi angka kriminalitas dan konflik
sosial melalui strategi pemolisian masyarakat yang humanis di wilayah Barito Selatan.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalul teknik observasi lapangan dan
wawancara mendalam dengan informan kunci, yakni Brigpol Apriyandi selaku pengemban
fungsi Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, di mana
peneliti mengolah hasil temuan lapangan untuk kemudian dibandingkan dengan teori-teori
hukum dan regulasi yang berlaku, seperti Perpol Nomor 1 Tahun 2021. Penggunaan metode
inl memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan sosiologis yang
dihadapi oleh kepolisian dalam melakukan deteksi dini tindak pidana. Sejalan dengan
pemikiran Soerjono Soekanto, penegakan hukum di tingkat desa sangat bergantung pada
integritas mentalitas petugas dan keselarasan antara aturan hukum dengan nilai-nilal yang
hidup di tengah masyarakat setempat.'* Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai potret penegakan hukum preventif di
wilayah perdesaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Implementasi Peran Bhabinkamtibmas dalam Pencegahan Tindak Pidana di Desa
Mabuan

Implementasi peran Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan merupakan bentuk konkret
dari transformasi kepolisian menuju model yang lebih pre-emptif dan preventif. Brigpol
Apriyandi, sebagal personel tunggal di desa tersebut, menjalankan fungsi "polis! serbaguna”
yang menjadi jembatan antara kepentingan negara dan masyarakat lokal. Secara operasional,
peran ini tidak hanya terbatas pada patroll keamanan, tetapl juga mencakup pembinaan
mental dan hukum. Keberhasilan implementasi Ini diukur darl minimnya gejolak sosial yang
berujung pada laporan pidana formal di tingkat Polres maupun Polsek. Melalui pendekatan

B Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhl Penegakan Hukum (lakarta: RajaGrafindo
Persada, 2002).
W ibld.
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yang konsisten, Bhahlnkamtibmas berhasil
yang secara geografis cukup terisolas| . 15
Langkah pertama dalam implementast
(DDS) atau kunjungan dari rumah ke rumah s
bahwa metode ini adalah instrumen paling e
dengan warga Desa Mabuan. Dalam setia
kamtibmas, tetapi juga menyera
menunjukkan bahwa interaksi

menciptakan stabilitas keamanan di wilayah

ini adalah pelaksanaan Door to Door System
ecara berkala. Brigpol Apriyandi menjelaskan
fektif untuk membangun kedekatan emosional
p kunjungan, beliau tidak hanya memberikan pesan
P Informasl mengenai keresahan warga. Data lapangan

personal inl mampu menurunkan sekat antara aparat
kepolisian dan masyarakat sipil. Dengan demikian, warga merasa leblh nyaman untuk
melaporkan setiap potensi gangguan keamanan tanpa rasa takut.'

Selain kunjungan personal, implementasi peran ini diwujudkan melalul penguatan
Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) di balai desa. Brigpol Apriyandi secara
rutin menginisiasl pertemuan dengan para tokoh adat dan perangkat desa untuk
mendiskusikan kerawanan wilayah. Dalam wawancara, beliau menekankan bahwa FKPM
di Desa Mabuan berfungsi sebagai lembaga "peradilan desa" informal untuk masalah-
masalah kecil. Melalui wadah ini, nilai-nilai musyawarah untuk mufakat dikedepankan guna
mencapal konsensus dalam menjaga ketertiban, Sinergl ini membuktikan bahwa pencegahan
tindak pldana sangat bergantung pada penguatan modal sosial yang ada di desa tersebut.!’

Fungsi deteksi dini juga menjadi pilar utama dalam implementasi peran
Bhabinkamtibmas guna mengantisipasi konflik horizontal. Brigpol Apriyandi senantiasa
memetakan titik-titik rawan, terutama yang berkaitan dengan sengketa lahan di perbatasan
desa. Beliau mengungkapkan bahwa informasi sekecil apa pun mengenai ketegangan
antarwarga segera ditindaklanjuti dengan kunjungan klarifikasi. Tindakan cepat ini
mencegah eskalasi masalah yang berpotensi memicu tindakan anarkis atau main hakim
sendirl. Deteksl dinl yang akurat memungkinkan kepolisian untuk melakukan intervensi
sebelum suatu perbuatan melanggar hukum terjadi secara nyata.'®

Edukasi hukum kepada generasi muda di Desa Mabuan juga menjadi bagian integral
dari strategi pencegahan tindak pidana. Brigpol Apriyandi seringkali melakukan penyuluhan
hukum di lingkungan sekolah maupun tempat berkumpulnya pemuda desa. Fokus
pembinaan ini mencakup bahaya penyalahgunaan narkoba, perjudian, serta dampak negatif
dari pergaulan bebas. Beliau berpendapat bahwa penguatan karakter pemuda adalah
Investasi jangka panjang bagl keamanan Desa Mabuan di masa depan. Dengan memberikan
pemahaman mengenai konsekuensi hukum, diharapkan para pemuda mampu membentengi
diri dari pengaruh kriminalitas.

15 Romli Atmasasmita, E Setiadi, and Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan
Hukum Di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017).

18 Saristha Natalia Tuage, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindu ngan
Saks| Dan Korban,” Lex Crimen 2, no. 2 (2013): 130, https://dol.org/10.24252/el-Igthisadi.v2i1.14236.

" M Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian) (lakarta: Pradnya Paramita, 1991),
% Jbid,
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PE::;:e:aian konflik melalul jalur medias| atay restorative justice menjadi bukti nyata
peran Bhabinkamtibmas sebagal problem solver. Dalam wawancara, Brigpol Apriyandi

menyebutkan bahwa banyak perselisihan Wwarga, seperti pencurian ringan atau penghinaan,
diselesaikan di luar jalur hukum formal Proses mediasl Inl mengutamakan pemulihan

keadaan dan perdamalan antara pelaky dengan korban secara kekeluargaan. Pendekatan ini
sangat relevan dengan karakteristik masyarakat Desa Mabuan yang masth menjunjung
tinggl nilal-nilal persaudaraan, Hasllnya, harmoni sosial tetap terjaga tanpa harus melalul
proses peradilan yang memakan waktu dan biaya besar.

Pengawasan terhadap pendatang atau tamu yang berkunjung ke Desa Mabuan juga
diperketat sebagal langkah prevenf, Brigpol Apriyandi bekerja sama dengan ketua RT
untuk memastikan setiap tamu yang menginap wajlb melapor dalam waktu 1x24 jam. Hal
Ini dilakukan untuk meminimalisir masuknya oknum-oknum yang berniat melakukan tindak
kriminal atau menyebarkan paham radikal. Dalam keterangannya, beliau menekankan
bahwa kewaspadaan lingkungan adalah kunel utama dalam mencegah kejahatan dari pihak
luar. Sistem pengamanan swakarsa ini berjalan efektif karena adanya instruksi yang jelas
dari Bhabinkamtibmas kepada perangkat desa.

Patroli dialogis pada malam hari dilakukan guna memberikan rasa aman bagi warga
yang sedang beristirahat maupun yang menjalankan ronda. Brigpol Apriyandi seringkall
bergabung dengan warga di pos kamling untuk mendiskusikan situasi keamanan terkini
secara santal. Beliau menyatakan bahwa kehadiran polisi di tengah malam secara psikologis
mampu menciutkan niat pelaku kejahatan, Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana untuk
memberikan motivasi kepada warga agar tetap aktif dalam menjaga lingkungannya masing-
masing. Patroli ini tidak hanya bersifat pengawasan fisik, tetapi Juga sebagai bentuk
pengayoman secara moril kepada seluruh lapisan masyarakat.?®

Pemanfaatan teknologi komunikasi seperti grup WhatsApp juga diimplementasikan
untuk mempercepat pelaporan gangguan Kamtibmas. Brigpol Apriyandi menginisiasi grup
koordinasi yang beranggotakan aparat desa dan tokoh-tokoh kunci di Desa Mabuan, Melalui
media Inl, penyebaran informasi terkait kerawanan atau kejadian darurat dapat dilakukan
secara real-time. Beliau mengungkapkan bahwa kecepatan informasl sangat krusial dalam
melakukan penanganan awal di lapangan. Digitalisasl koordinas ini terbukti efektif dalam
memangkas birokrasl pelaporan yang selama ini dianggap lamban oleh sebagtan warga,2!

Brigpol Apriyandi juga berperan sebagal teladan bagl warga dalam mematuhi norma-
norma soslal dan hukum yang berlaku. Perilaku humanis yang bellau tunjukkan di
keseharlan membuat warga merasa segan sekaligus hormat kepada institusi kepolisian,
Dalam wawancara, bellau menegaskan bahwa seorang Bhabinkamtibmas harus mampu

** Apriyandi, “Wawancara Terkait Strategl Patroli Dialogls Dan Pengamanan Desa Tanpa Kantor Polisi
Permanen.”

*sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2010),

% Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis (Jakarta:
Sinar Grafika, 2010).
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percayaan yang dibangun melalul Integritas pribadi
tugas kepolisian dalam menjaga ketertiban. Tanpa
fjakan pencegahan kejahatan akan sulit diterima dan

Juga menyentuh aspek perlindungan terhadap
Mabuan. Brigpol Apriyandi memberikan perhatian
alam rumah tangga yang seringkall dianggap sebagai
pendekatan persuasif kepada para kepala keluarga untuk
menekankan pentingnya keharmonisan dan perlindungan hak-hak anggota keluarga.
Edukas! inl dilakukan secara halus melalui perbincangan di sela-sela kegilatan keagamaan
maupun adat desa. Upaya ini bertujuan menciptakan lingkungan domestik yang aman
sebagal fondasl keamanan masyarakat yang lebih luas.2 ‘

Bhabinkamtibmas juga aktif dalam keglatan sosial kemasyarakatan, seperti kerja bakti
atau upacara adat yang diselenggarakan oleh warga. Brigpol Apriyandi berpendapat bahwa
keterlibatan dalam kegiatan sosial adalah cara terbaik untuk membaur dan melebur dengan
budaya lokal. Dengan menjadi bagian dari aktivitas warga, beliau dapat memahami struktur
soslal dan peta kekuatan politik di desa tersebut secara lebih mendalam. Kedekatan ini
memungkinkannya untuk melakukan intervensi sosial secara tepat sasaran apabila muncul
bibit-bibit perpecahan. Partisipasi aktif dalam kegiatan desa memperkuat legitimasi peran
Bhabinkamtibmas di mata masyarakat Mabuan,?®

Pembinaan terhadap para mantan narapidana yang kembali ke desa juga menjadi
bagian dari tugas Brigpol Apriyandi di lapangan. Beliau melakukan pendampingan agar para
mantan narapidana tersebut tidak dikucilkan oleh warga dan tidak kembali melakukan tindak
pidana (residivisme). Dalam wawancara, bellau menyatakan bahwa memberikan
kesempatan kedua dan merangkul mereka kembali ke masyarakat adalah langkah
pencegahan yang sangat penting, Pendekatan Inl dilakukan dengan membantu mereka
mencari peluang ekonoml yang halal melalul koordinasi dengan perangkat desa. Reintegrasi
soslal yang sukses akan sangat membantu dalam menekan angka kriminalitas secara
berkelanjutan di Desa Mabuan. #

Brigpol Apriyandl juga menjalankan fungsl pengawasan terhadap penggunaan dana
desa guna mencegah terjadinya tindak pldana korupsl. Bellau seringkall hadir dalam rapat-
rapat perencanaan pembangunan desa untuk memberikan masukan dari sudut pandang
hukum. Kehadirannya berfungsi sebagal pengingat bagi perangkat desa agar mengelola
anggaran secara transparan dan akuntabel. Dalam keterangannya, bellau menyebutkan
bahwa pencegahan kejahatan kerah putlh di tingkat desa adalah amanat yang sangat

2 Steven P Lab, Crime Prevention: Approaches, Practices, and Evaluations (New York: Routledge, 2014).
B Apriyandi, “Wawancara Terkait Strategl Patroli Dialogis Dan Pengamanan Desa Tanpa Kantor Polisi
Permanen.” ‘

M Barda Nawawl| Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
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strategis. Dengan tata kelola desa yang bersth, potensi kecemburuan soslal yang memicu
konflik antarwarga dapat diminimalisir secara efekyf 2

Kesiapslagaan dalam menghadapi bencana alam Juga menjadi bagian darl peran
pmvmlif Bhabinkamtibmas dalam menjaga keselamatan warga. Desa Mabuan yang
memiliki area hutan dan sungal menuntut kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan
maupun banjir musiman. Brigpol Apriyandi aktif memberikan simulasi evakuasi dan
pencegahan karhutla kepada masyarakat terutama pada musim kemarau. Bellau menegaskan
bahwa perlindungan jiwa raga warga dari bencana adalah baglan tak terpisahkan darl tugas
pemeliharaan Kamtibmas. Koordinasi dengan instansi terkait selalu beliau lakukan untuk
memastikan kesiapan sarana prasarana penanggulangan bencana di desa.

Dalam aspek penegakan hukum lalu lintas, Brigpol Apriyandi memberikan
pemahaman mengenal pentingnya keselamatan berkendara bagl warga desa. Meskipun Desa
Mabuan jauh dari hiruk pikuk kota, kesadaran dalam menggunakan helm dan mematuhi
aturan Jalan tetap ditekankan. Beliau menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas seringkali
menjadi pemicu keributan antarwarga apabila tidak ditangani dengan kepala dingin. Melalui
sosfalisasi yang rutin, angka pelanggaran lalu lintas di jalan poros desa dapat ditekan secara
signifikan. Hal in berkontribusi pada terciptanya suasana desa yang tertib dan disiplin dalam
setiap aspek kehidupan warga.

Brigpol Apriyandi juga berperan dalam memantau distribusi bantuan sosial dari
pemerintah agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kegaduhan. Beliau seringkali
mendampingi petugas penyalur bantuan untuk memastikan tidak adanya pungutan liar atau
praktik nepotisme dalam pembagiannya. Dalam wawancara, beliau mengungkapkan bahwa
ketidakadilan dalam pembagian bantuan sangat rentan memicu aksi protes massal.
Kehadiran polisi di lokasi penyaluran memberikan rasa aman sekaligus menjamin integritas
proses distribusl tersebut. Pencegahan terhadap kecurangan inl merupakan bentuk nyata dari
perlindungan terhadap hak-hak ekonomi warga kurang mampu.

Upaya pencegahan tindak pidana juga dilakukan melalui penguatan sistem keamanan
lingkungan (Siskamling) yang mandiri. Brigpol Apriyandi memberikan pelatihan dasar
kepolisian, seperti teknik bela diri dan cara pelaporan, kepada para petugas Linmas desa.
Beliau menekankan bahwa kemandirian desa dalam menjaga keamanannya adalah tujuan
akhir dari program Polmas. Dengan Linmas yang kompeten, beban tugas kepolisian di
lapangan dapat terbantu melalul kolaborasi yang solid dan terorganisir. Penguatan kapasitas
sipil ini menjadi modal utama dalam menciptakan sistem pertahanan keamanan rakyat
semesta di tingkat paling dasar. ‘

Secara keseluruhan, implementasl peran Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan telah
menunjukkan hasil yang positif bagl stabilitas wilayah. Brigpol Apriyandi mampu
menjalankan fungsi pre-emptif, preventif, dan humanis secara selmbang di tengah
keterbatasan fasilitas yang ada. Keberhasilan inl tidak terlepas darl dedikasl personal

* Ibid.
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petugas Y8 MaMpU memadukan hukum positif dengan kearifan lokal masyarakat
setempat. Strategi Jemput bola dan komunikas! Intensif menjad! kunc! keberhasilan dalam
menclptakan desa yang bebas darl gangguan tindak pidana, Pola implementas! ini dapat
menjadi rujukan bagi wilayah lain dalam mengoptimalkan peran Polri di tingkat pedesaan.

Terakhir, keberlanjutan peran Bhabinkamtibmas sangat bergantung pada dukungan

moral dan partisipasi aktif dari selyryh warga Desa Mabuan. Brigpol Apriyandi menegaskan
bahwa tanpa bantuan warga, seorang po

lisi sehebat apa pun tidak akan mampu menjaga
keamanan sendirian. Kesadaran kolektif untuk saling menjaga dan pedull terhadap
lingkungan menjadi fondasi utama dalam sistem pencegahan kejahatan. Hubungan yang
harmonis antara polisi dan masyarakat telah mengubah wajah kepolislan menjadi lebih
bersahabat dan dipercaya oleh publik. Inilah esensi sejati darl pemolisian masyarakat yang
berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

3.2 Kendala yang Dihadapi Bhabinkamtibmas dalam Pencegahan Tindak Pidana di
Desa Mabuan.

Meskipun implementasi peran Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan telah berjalan
cukup optimal, namun dalam realitasnya masth ditemukan berbagal kendala yang signifikan.
Kendala pertama bersifat geografis, di mana letak Desa Mabuan cukup jauh darl pusat
komando di tingkat Polres maupun Polsek. Brigpol Apriyandi menjelaskan bahwa medan
yang sulit ditempuh saat musim hujan seringkali menghambat kecepatan mobilitas petugas
di lapangan. Keterbatasan akses jalan yang memadai menyebabkan respon terhadap laporan
warga terkadang mengalami keterlambatan yang tidak diinginkan. Hal ini menjadi tantangan
fisik yang berat bagi seorang petugas yang harus mengawasl wilayah yang cukup luas
sendirian.?®

Kendala kedua berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang tugas
kepolisian di tingkat desa. Desa Mabuan tidak memiliki kantor polisi permanen, sehingga
Brigpol Apriyandi seringkall menggunakan balal desa atau kedlamannya sendiri untuk
menerima pengaduan. Minimnya fasilitas komunikasi dan alat transportasi yang mumpuni
juga seringkall menjadl penghambat dalam menjalankan patroll rutin, Beliau
mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran untuk operasional lapangan terkadang
memaksa petugas untuk merogoh kocek pribadi demi kepentingan warga. Kondisi ini
menuntut kreativitas dan dedikasl yang luar blasa dari seorang personel Bhabinkamtibmas
agar tugas tetap terlaksana.?’

Faktor sumber daya manusia darl sisi jumlah personel juga menjadi kendala utama
dalam efektivitas pencegahan tindak pldana. Rasio antara jumlah polisi dengan jumlah
penduduk di Desa Mabuan masih jauh darl angka ideal yang diharapkan institusi Polri.
Brigpol Apriyandi harus menangani berbagal macam permasalahan warga mulai dari urusan

% Muladi, Hak Asas! Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana (Semarang: Universitas Diponegoro

Press, 2002),
7 Ibid.
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€cara bersamaan, Beban kerja yang terlalu besar pada
satu orang personel berpotensj menimbulkan kelelahan fisik nm-Lpin fntnlﬂl yang dapat
menurunkan performa kerja, Tanpa adanya sistem pendukung atau asisten, efektivitas
pengawasan di titik-titik terjauh desa sulit dipastikan keamanannya secara kontinu.
Kendala soslologis berupa masih rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan
masyarakat Desa Mabuan Juga sering menjadi hambatan. Banyak warga yang masih
menganggap masalah hukum sebagai sesuaty yang menakutkan sehingga cenderung
menutup diri saat terjadi Peristiwa pidana, Brigpol Apriyandi menyatakan bahwa seringkall
warga enggan menjadi saksi dalam sebuah kasus karena takut akan intimidas! atau stigma
sosial di desa. Pola pikir yang cenderung defensif terhadap aparat hukum ini menghambat

proses pengumpulan bukti dan informasj dj lapangan. Diperlukan waktu yang sangat lama
dan kesabaran ekstra untuk mengubah mentalitas masyarakat agar lebih sadar akan hak dan
kewajibannya,28

Keberadaan hukum adat dan tradisi lokal terkadang juga menimbulkan benturan
dengan penerapan hukum positif yang diemban oleh kepolisian, Di Desa Mabuan, beberapa
masalah yang masuk dalam kategori tindak pidana menurut undang-undang seringkali
dianggap biasa menurut adat setempat. Brigpol Apriyandi harus berhati-hati dalam
menindaklanjuti kasus agar tidak menyinggung perasaan tokoh adat yang memiliki
pengaruh kuat di masyarakat. Bellau menjelaskan bahwa posisi Bhabinkamtibmas seringkali
terjepit antara kewajiban menegakkan aturan negara dengan keharusan menghormati
kearifan lokal. Penyeimbangan dua kutub ini merupakan kendala psikologis dan taktis yang
memerlukan kebijaksanaan tingkat tinggl dari seorang petugas lapangan.

Masalah ekonomi juga menjadi pemicu utama timbulnya potensi tindak pidana yang
sulit dibendung hanya dengan pendekatan pembinaan. Brigpol Apriyandi mengungkapkan
bahwa angka pengangguran yang fluktuatif di Desa Mabuan berkorelast langsung dengan
munculnya kasus pencurian kecil-kecilan, Bellau sering mendapati pelaku kejahatan yang
bertindak karena desakan kebutuhan dasar perut untuk keluarganya sendirl. Dalam kondisi
sepertl inl, pencegahan kriminalitas menjadl sangat sullt karena akar permasalahannya
berada pada sektor kesejahteraan ekonomi yang bukan ranah kepolisian. Petugas hanya
mampu memberlkan solusi sementara tanpa bisa mengubah struktur ekonomi yang
membebani masyarakat desa secara sistemik.

Intervensi darl pihak luar desa yang membawa pengaruh negatif juga menjadi kendala
eksternal yang sulit diprediksi arah geraknya, Masuknya paham radikal atau ajakan
perjudian dari pendatang seringkali merusak tatanan sosial yang sudah dibina oleh
Bhabinkamtibmas. Brigpol Apriyandi mencatat bahwa peredaran minuman keras dan
narkoba mulai merambah ke pelosok desa melalul jalur-jalur yang tidak terpantau petugas.
Beliau menegaskan bahwa pencegahan kejahatan transnasional di tingkat desa memerlukan

% Hasil Wawancara dengan Brigpol Apriyandi, Bhabinkamtibmas Desa Mabuan, Kabupaten Barito Selatan,
pada tanggal 10 April 2026. Elaborasl dengan Jurnal limu Kepalisian, "Transformasi Digital
Bhabinkamtibmas di Era Industri 4.0," Jurnal limu Kepolision, Vol. 14, No. 1, 2020, him. 76.
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koordinasi lintas sektor yang saat |n| masth
manusia dan barang di perbatasan desa me
kriminal profesional.

dirasa kurang, Pengawasan terhadap lalu lintas
njadi celah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku

Kendala berikutnya adalah kurangnya dukungan anggaran darl pemerintah daerah
untuk penguatan kapasitas Linmas atay sistem keamanan lingkungan. Brigpol Apriyandl
menyebutkan bahwa banyak pos kamling di Desa Mabuan, yang kondisinya sudah tidak
layak atau bahkan tidak beroperasi lagl. Ketiadaan insentif yang memadal bagi warga yang
akdf meronda membuat semangat partisipasi masyarakat dalam Siskamling menurun
drastis. Beliau seringkall harus memberikan motivasi secara mandiri tanpa didukung oleh
sarana bantuan logistik yang memadai dari pihak terkait, Lemahnya dukungan infrastruktur
keamanan ini membuat beban pencegahan tindak pidana murni bertumpu pada pundak
personel kepolisian saja.?®

Perkembangan teknologi informasi selain memberikan manfaat juga membawa
kendala baru berupa maraknya berita bohong (hoax) di tengah warga. Brigpol Apriyand
seringkall harus bekerja keras memberikan klarifikasi atas informas salah yang beredar
cepat melalul media sosial warga. Informasi yang menyesatkan tersebut tidak jarang
memicu provokasi dan keresahan sosial yang dapat berujung pada konflik antar kelompok
di desa. Beliau mengungkapkan bahwa literasi digital warga yang masth rendah
memudahkan mereka terhasut oleh isu-isu sensitif yang berkaitan dengan SARA.
Penanganan dampak negatif internet ini menjadi tambahan tugas berat bagi
Bhabinkamtibmas di era keterbukaan informasi saat inl.

Ego sektoral antar instansi di tingkat kecamatan atau kabupaten terkadang juga
menghambat kolaborasi dalam penanganan masalah sosial di desa. Brigpol Apriyandi
menceritakan pengalamannya saat membutuhkan bantuan dinas sosial atau kesehatan untuk
menangani warga yang mengalami gangguan jiwa atau kecanduan. Seringkali respon dari
instansi terkait lambat karena alasan prosedur birokrasi yang rumit dan kaku antar lembaga
pemerintah tersebut. Ketidaksinkronan ini menyebabkan Bhabinkamtibmas harus
menanganl masalah yang sebenamya bukan merupakan tugas pokok fungsi kepolisian
secara mandiri. Hal ini menyebabkan energl petugas terkuras untuk urusan administratif
yang seharusnya diselesaikan melalul kerja sama tim lintas sektoral, 3

Kondis! psikologis masyarakat yang masih trauma terhadap cara kerja kepolisian di
masa lalu terkadang menjadi hambatan dalam membangun kepercayaan. Meskipun
paradigma sudah berubah, masih ada sebagian kecil warga senior di Desa Mabuan yang
merasa skeptis terhadap kehadiran polisl. Brigpol Apriyandl mengakul bahwa menghapus
stigma "polisi arogan” memerlukan pembuktian nyata melalul tindakan yang konsisten
selama bertahun-tahun, Beliau sering mendapatkan perlakuan yang dingin atau
ketidakpedulian saat mencoba mengajak warga berdiskusl mengenal masalah keamanan

Hasil observasl peneliti langsung.
% penulis menekankan bahwa keteladanan moral personel kepolisian dilapangan adalah modal utama

dalam meraih legitimasi dan kepercayaan publik (public trust).
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wilayah. Penolakan halus inj menjadi kendala mental ba gl petugas untuk masuk lebih dalam
ke dalam struktur privasi Mmasyarakat setempat.

Minlmnya alat buktl digital atau CCTV di wuk-titk rawan Desa Mabuan
menyebabkan pengungkapan tindak pidana seringkall menemul jalan buntu. Brigpol
Apriyandi menjelaskan bahwa tanpa dukungan teknologl pengawasan, pemantauan wilayah
hanya bergantung pada pengamatan mata manusla yang terbatas. Jika terjadl pencurian pada
malam harl di lokas! sepi, sulit bagi petugas untuk mengidentifikasi pelaku tanpa adanya
rekaman visual. Hal ini memberikan celap bagl pelaku kejahatan untuk beraksi karena
mereka tahu bahwa peluang untuk tidak tertangkap sangat besar. Kebutuhan akan
modernisasi peralatan keamanan desa sudah sangat mendesak namun belum tersentuh oleh
kebijakan anggaran daerah,

Kendala cuaca ekstrem seperti banjir bandang yang sering melanda sebagian wilayah
Desa Mabuan juga melumpuhkan aktivitas pengamanan wilayah. Saat bencana terjadi, fokus
Brigpol Apriyandi terbagi antara melakukan evakuasi kemanusiaan dengan menjaga
keamanan harta benda yang ditinggalkan pengungsi. Dalam situasi chaos, potensi
penjarahan atau pencurian di rumah-rumah kosong menjadi ancaman nyata yang harus
diantisipasi dengan personel terbatas. Beliau mengungkapkan betapa sulitnya menjaga
stabilitas keamanan saat alam sedang tidak bersahabat dan masyarakat dalam kondisi panik.
Bencana alam ini bukan hanya merusak infrastruktur, tetapi juga merusak pola pencegahan
tindak pidana yang sudah disusun sebelumnya.

Sikap apatis darl sebagian tokoh masyarakat yang sudah mapan ekonominya
terkadang menghambat jalannya program-program kemitraan kepolisian. Brigpol Apriyandi
menyebutkan ada kalangan tertentu yang merasa bahwa urusan keamanan adalah murni
tugas polisi dan mereka tidak perlu terlibat. Kurangnya rasa memiliki terhadap keamanan
lingkungan dari kelompok ini berdampak pada lemahnya kontrol sosial di wilayah tempat
tinggal mereka. Bellau sering kesulitan mengajak kelompok menengah ke atas di desa untuk
berpartisipasi dalam Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat. Padahal, dukungan moril dan
materiil dari tokoh-tokoh ini sangat dibutuhkan untuk menggerakkan inisiatif-inisiatif
keamanan desa.

Kurangnya pelatthan khusus atau diklat berkelanjutan bagi personel
Bhabinkamtibmas mengenai perkembangan modus kejahatan terbaru di daerah perdesaan,
Brigpol Apriyandl merasa bahwa llmu yang didapatkan di pendidikan kepolisian terkadang
perlu diperbarui sesuai dengan dinamika sosiologi desa yang terus berubah. Modus penipuan
online yang menyasar warga desa dengan pendidikan rendah memerlukan teknik
penanganan dan pencegahan yang spesifik. Tanpa pembekalan pengetahuan yang up-to-
date, petugas di lapangan mungkin tertinggal selangkah dari para pelaku kriminal yang
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semakin cangglh. Investasi pada peningkatan kapasitas Intelektual personel menjadi kendala
manajerial yang harus segera dicarikan jalan keluarnya oleh pimpinan.®!

Pengaruh politik lokal terutama menjelang pemilihan kepala desa seringkall memecah
belah persatuan warga dan memicu gesekan sosial yang tajam. Brigpol Apriyandi harus
bersikap netral di tengah tarikan kepentingan politik antar faksl pendukung calon kades dl
Desa Mabuan. Bellau menjelaskan bahwa suasana politik yang memanas seringkall
mengabalkan aturan hukum dan mengutamakan sentimen kelompok yang berujung ricuh.
Tugas Bhabinkamtibmas menjadi berkali-kali lipat lebih berat dalam menjaga agar
persaingan politik tidak berubah menjadi konflik fisik massal. Ketegangan politik Ini
merupakan kendala periodik yang selalu menguji integritas dan profesionalisme kepolisian
di tingkat akar rumput.

Terbatasnya akses terhadap bantuan hukum cuma-cuma bagi warga miskin di Desa
Mabuan juga menyulitkan tugas Bhabinkamtibmas dalam mediasi. Brigpol Apriyand! sering
mendapati warga yang bersalah namun tidak mampu membela diri secara hukum, sehingga
mereka merasa tidak diperlakukan adil. Hal ini menimbulkan perseps! di masyarakat bahwa
hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas jika tidak didampingi pengacara. Beliau
harus bekerja keras menjelaskan proses hukum secara objektif agar tidak muncul kecurigaan
bahwa polisi memihak salah satu pihak. Ketiadaan lembaga bantuan hukum yang
menjangkau desa menjadi kendala dalam mewujudkan keadilan restoratif yang seutuhnya.

Faktor budaya konsumtif dan gaya hidup yang mulai masuk ke pemuda desa melalui
media massa memicu peningkatan keinginan memiliki barang tanpa bekerja. Brigpol
Apriyandi melihat adanya kecenderungan pemuda melakukan pencurian gadget atau sepeda
motor demi pengakuan gaya hidup di pergaulan sosialnya. Beliau menyatakan bahwa
degradasi moral akibat pengaruh gaya hidup urban ini sangat sulit dikendalikan hanya
dengan penyuluhan rutin. Pergeseran nilai-nilai luhur desa menuju materialisme menjadi
kendala sosiokultural jangka panjang dalam pencegahan tindak pidana. Kepolisian
membutuhkan dukungan dari lembaga pendidikan dan agama untuk mengatasi masalah
mendasar mengenal karakter bangsa ini.

Kekhawatiran akan mutasi personel yang sewaktu-waktu dapat terjadi juga menjadi
kendala dalam menjaga kontinuitas program yang sudah dibangun. Brigpol Apriyandi telah
membangun hubungan yang sangat balk dengan warga Desa Mabuan selama masa
penugasannya yang cukup panjang. Jika terjadl pergantian personel secara mendadak, maka
polisi baru harus memulal proses adaptasi dan pembangunan kepercayaan dari titik nol
kemball. Bellau berpendapat bahwa idealnya seorang Bhabinkamtibmas diberikan masa
tugas yang cukup lama agar program pencegahan kejahatan dapat berakar kuat.
Ketidakpastian masa tugas inl terkadang membuat petugas kurang beranl merencanakan
program kerja jangka panjang yang bersifat fundamental.

" Hasil Wawancara dengan Brigpol Apriyandi, Bhabinkamtibmas Desa Mabuan, Kabupaten Barito Selatan,
pada tanggal 10 April 2026, Lihat pula Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, (Jakarta:
Lubuk Agung, 2011), him. 82, terkait penerapan medias| penal di tingkat penyidikan awal
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pidana di tingkat desa bukan
menegaskan bahwa kﬂlﬁbo
warga adalah syarat mutlak
pimpinan daerah untuk me

8al kendala di atas menunjukkan bahwa pencegahan tindak
hanya tanggung jawal kepolisian semata. Brigpol Apriyand
"asl antara pemerintah daera, Instans! vertikal, dan kesadaran
penyelesalan kendala tersebut, Diperlukan kemauan politik darl
ngalokasikan anggaran guna memperkuat fasilitas keamanan di
tingkat pedesaan. Tanpa penyelesaian kendala teknls dan sosiologis inl, peran
Bhabinkamtibmas akan selalu berada dalam posisl yang terbatas dan kurang maksimal.

Sinergl kolektif adalah kunci utama dalam menghadapl tantangan keamanan masa depan di
Desa Mabuan yang semakin kompleks dan dinamis,

4. KESIMPULAN

Implementasi peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana di Desa
Mabuan, Kabupaten Barito Selatan, telah berjalan sesual dengan semangat Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian
Masyarakat. Brigpol ~Apriyandi sebagal pengemban fungsi Polmas berhasil
mengintegrasikan strategi pre-emptive dan preventif melalui pendekatan yang humanis dan
dlalogis. Keberhasilan ini tercermin dalam efektivitas program Door to Door System (DDS)
dan optimalisasi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) sebagai wadah mediasi
konflik sosial serta deteksi dini potensi kriminalitas, Melalui penguatan kemitraan sejajar
dengan warga, Bhabinkamtibmas mampu mengatasi ketiadaan kantor polisi permanen
dengan membangun sistem keamanan swakarsa yang berbasis pada kepercayaan publik
(public trusi) dan kearifan lokal setempat.

Namun demikian, efektivitas peran tersebut masih dihadapkan pada kendala struktural
dan soslologis yang signifikan di lapangan. Faktor geografis yang sulit dijangkau,
keterbatasan sarana prasarana operasional, serta raslo personel yang tidak seimbang dengan
luas wilayah menjadi hambatan utama dalam merespons gangguan Kamtibmas secara cepat.
Selain itu, rendahnya literasi hukum sebaglan masyarakat dan adanya benturan antara norma
hukum positif dengan kebiasaan adat menuntut fleksibilitas serta kompetensi negoslasi yang
lebih tinggi dari personel Bhabinkamtibmas. Untuk itu, diperlukan dukungan regulasi
tingkat daerah dan peningkatan alokasl anggaran guna memperkuat infrastruktur keamanan
desa serta pelatihan berkelanjutan bagi petugas agar mampu menghadapl dinamika
kejahatan modern di wilayah perdesaan secara lebih profesional dan terukur.

Jurnal USM Law Review Vol 9 No 1 Tahun 2026




Reccived:
hmP“-‘f hitps:/journals.usm.ac.id/Index.php/juls

Avallable: DOI: hitps://dol.org/10.26623/ulr.voll, 13197
«ISSN: 2621-4105 This work Is licensed under ;mmgfm _ﬁttfmlgn_lummaﬂmmm
DAFTAR PUSTAKA

Apriyandi, Brigpol. “Wawancara Te
Tanpa Kantor Polisi Permanen,

Merﬁia;dz;q{?; awi. Bunga Rampat Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya

rkait Strategi Patrolj Dialogis Dan Pengamanan Desa
L3} 2026'

Atmasasmita, Romli, E Setiadi, anq Kristlan. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan
Sistem Penegakan Hukum Dj Indo

nesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

Faal, M. Penyaringan Perkara Pidana Ojeh Polist (Diskresi Kepolisian). Jakarta: Pradnya
Paramita, 1991,

Kunarto. Etika Kepolisian, Jakarta: Cipta Manunggal, 1997.

Lab, Steven P. Crime Prevention: Approaches, Practices, and Evaluations. New York:
Routledge, 2014.

Mahmud;, Feri Antoni Subakti; Mulyadi; Politik Hukum Pidana Terhadap Kefahatan
Korporasi. Jakarta: Softmedia, 2010.

Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Universitas
Diponegoro Press, 2002,

“Peraturan Kcpala Kepolisian Negara Re publik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat,” 2008,

Sadjljono. Memahami Hukum Kepolisian. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2010.

Sholihin, Emilia Nur Chasanah, Ibrahim Bafadol, and Asep Sunandar. “Pengelolaan

Persiapan Akreditasi.” Jurnal Administrasi Dan Managemen Pendidikan 1, no. 4
(2018): 171-78.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2002.

Soeroso, Moertl Hadiatl. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-
Viktimologls. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sudarto. Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan
Hukum Pidana. Bandung: Sinar Baru, 2007.

Tuage, Saristha Natalia. “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh
Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban.” Lex Crimen 2, no. 2 (2013): 130.
https://dol.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14236.

Jumal USM Law Review Vol 9 No I Tahun 2026




w:
:mhh::: - hupsﬂﬂwmﬂamanmeﬁpllﬁg
&-ISSN: 2621-4105 This work Is ficensed e I: hnps:ffdnLnrgﬂu.MEM wvail.

sif ¥ " .
“Thawaf.” Jurnal Hukym p, restt rof Sagipto Rahardjo Dalam Paradigma
rogresif, 2010, 1-72. http://eprints.undip.ac.id/3222/.

“Undang-Undang Republik Indonesja N
0
Republik Indonesia, Pasaj 13 » 200;““ 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Jurnal USM Law Review Vol 9 No | Tahun 2026



LAMPIRAN



KEMENTERIANPEN DIDIKANTINGGI, SAINS,
DAN TEKNDLOG|
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
wEAKYLTAS
n-?.;‘:.::‘m“?ﬂ,.u.&iﬂ}—num
F L i o

Mmummmm“:mm
Universitas Palangka Raya

lmmmm Selah dinflal Antikel Mahasiows Fakultas Hukum

Nama t Walan
RIM 1223010601016
Joded Al + Model Tindak Pidana Berbasia Bhubickamiibmas di Desa Msbean
hpﬂuﬂﬂil :
No NamaNip Jabatan Tanda Tangan
V| Vicka Prama Wulaadari, SH. bl Ketua Pengajl
NIP.198603182023212026 1. UH
2| lvans Januardy, SH ML, Pemblrobing | ﬁw
NIP. 19900106201504100} 2 LY.
3. | Rizd Setyobowo Sangalang, S0, W1, Pembimbing 11
I NP 1987072420103 1010 3 W

Palangka Rays, 18 Februari 2026
Ketua ]

Ivans Januardy, 5.1, M.IL
NIP. 195001062015041001




KEMENTERIANPENDIDIKANTINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

uAKULTAS, SN,

KEITAR FOR 1 FPLELY PALANCICL A
M TTHEA m;m.mgnm.r LR L]

Pada Hari ini Rabu Tangga]
18 Bulan F
Unlversias Patos s R.}‘u ebruari Tahun 2026 telah dinilal Arnikel Mahasiswa Fakultas
Nama Wl
NIM : 223010601016
Tudul Artikel : Model Pencegahan Tindsk Pidans Besbaris Bhabinkamilbiras & Desa Maban
Nilai I
No. Aspek Yang Dinilai Keterangan
Anglka Huruf,
1. | Sistematika

| ' go
2 [Wi(Conmn %0 \— — ]

T o ) [lous
4. | Bahasa ?U
5. | Aktaligasi/Relevans ao
_.|_ "Q,U /

I.‘" |K¢lnlmpu1ﬂhf¢l'rlp=m’lﬂ | TR T

I. Nilai Akhir  :Jumlah -'upnkmdiﬂw
2. Standar Penilaian =

#0-100 =-A

75-19 =B+

70-74 =B

65-69 =C+

56-64 =C

40-55 =D

<40 =E

Palangka Raya, |8 Februari 2016
Pembimbing,

Ivantdanuardy, S.H., MLIL
NIP, 199001062005041001



KEMm
ENTERIANPENDIDIKAHTINGGI. SAINS,
UNI DAN TEKNOLOGI
VERSITAS PALANGKA HA\"A.

LAKULTAS

LOTAR 0N 2 ryane Ll EAYA
il h
Tﬂ:ul'l"n.r [[TH
: I' mnmfm“n

s
Hukum Universitag lmﬂ::tf;.]m Februar Tahun 2026 telah dinilaf Artikel Mahaslswa Fakulizs
Nama  Walag
o : 223010601016
Judul Arikel ;
————————__Model Pencegahan Tindak Pidana Berbasis Bhabinkamiibmas di Desa Mabuan
N : Nilai
" | Aspek Yang Dinilaj
Angla Huruf.
I. | Sistematika ——— % Bl
2. T (Co N
! Isi (Content)
| ] vo \
EN l Analisis
| g |
4. | Bahasa .
go |
"l_ o | S
| 50 ( |
— |
6. ' Kemampuan M:mpmlhahn |
Catatan Perbaikan : i -
1. Nilai Akhir Jmhhhspﬁ yang dinlai
2. Siandar Penilaian
BO-100 =-A
7579 =P+
70-74 =B
65-69 =C+
5664 =C
40-55 =D
<40 =E
Palangka Raya, 18 Februan 2026
imbing,
i} bowo Sangalang, S, M.H

NIP.198707242019031010



KEMENTERIANPENDIDIKANTINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLGGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

WAKHLIAS HLKUM,

BUTAR FUR B /T RLT PALANCEA BAYA Y10y
RALPRANT AN TIMGAN TILR AR, ﬂh‘mi’ﬂﬂ-'lllﬂ

DAFTAR PENILAIAN ARTIKEL PENGGANTI SKRIPSI
Pada Harl ini Rabu Tanggal 18 Bulan Februari Tahun 2026 tclah dinilal Artikel Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Palangka Raya

Nama : Wulan
NIM 1 223010601016
Jodul Antikel i Model Pencegahan Tindak Pidana Berbasis Bhabinkamiibmas di Desa Mabuan
Nilai
No.  Aspek Yang Dinilai Keterangan
Angka Hurull
1. | Sistematika b
\ 3\
1. | Isi (Content)
\750
1
{ k A \.lmﬂ

Analisis
Bahasa
5. | Aktualisasi/Relevansi

6. | Kemempuan Mempertahankan ]
I. Nilsi Akhir  : Jumish / aspek yang dinilai
2. Stundar Penilsian  :
80-100 =A
75-79 =B+
70-74 =B
65-69 =C+
5664 =C
4055 =D
<40 =E

Palangka Rays, 18 Februari 2026

Penguji,

O

Yicka Prama Wulandard, 5.H., M.H
NIP.198603182023212029



REMENTERIAN PENDIDIK AN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

ampus Up njun aly an Yos Sud Palan Kalimantan Tengah

Laman : https://fh.upr.ac.id
T ———— e ——— e —————————

SURAT KETERANGAN
Nomor : 639/UN24.7/EP/2026

Schubungan dengan pelaksanaan Tugas Akhir sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa Program Studi
llmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : WULAN

NIM 1 223010601016
Program Studi ¢ 81 llmu Hukum
Dosen Pembimbing : 1, [vans Januardy, S.H., M.H

2. Rizki Setyobowo Sangalang, S.H., M.H

Telah menyelesaikan Penulisan Artikel sebagai Tugas Akhir Pengganti Skripsi bagi Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Palangka Raya dengan judul “Model Pencegahan Tindak Pidana Berbasis
Bhabinkamtibmas Di Desa Mabuan” (Bhabinkamtibmas-Based Crime Prevention Model In

Mabuan Village) Pada Jurnal USM LAW REVIEW. Volume- 9’ Issue-3, 2026. E- ISSN : 2621-4105
(SINTA 3).

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Palangka Raya, 13 Mei 2026
An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,
AT o

Aris Toteles, S.H., M.H
NIP. 197905062003121002




KEMENTERIAN PEDIDIKAN TINGGI, SAINS,

s DAN TEKNOLOGI
\ AR S UNWER‘flTﬁS PALANGKA RAYA
ne S8 , FAKULTAS HUKUM
T "'"'j "“"""“"‘Mw Nyaho, Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya (73111), Kalimantan Tengah
Laman : hups://.upr.ac.id

BERITA ACARA VERIFIKASI KELAYAKAN

ARTIKEL ILMIAU PENGGANTI SKRIPS!
Berdasarkan Keputusan Dekan Nomor Nomor: 0282/UN24.7/EP/2025 tentang Tim Verifikasi
Kelayakan Artikel limiah Penggang Skipsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka
Raya, dengan ini disampaikan bahwa telah dilakukan verifikas kelayakan antikel ilmish
Pengganti skripsi dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Mahasiswa * Wulan

NIM : 223010601016

Judul Artike] : Model Pencegahan Tindak Pidana Berbasis Bhabinkamtibmas
di Desa Mabuan

Nama Jumal : Jumal USM Law Review (JULR)

Indeksasi Jurnal : Sinta3

Berdasarkan nasksh artikel ilmioh yang telsh dilakukan verifikasi kelayakan, maka
disampaikan hasil sebagai berikut:

No | Unsur Kelayakan Range Kelayakan
Tidak Kurang | Cukup Baik Sanpat
Layak | (@) ® @ | Baik
(1) (5)
1. Judul Anikel '../'
3 Abstrak g
i Pendahuluan v’
4. Penelitizn
TerdahulwLirerature e
Review
5. | Mctode Penclitian v
g Hasil dan v
Pembahasan 3
7. Kesimpulan v




B Silasi dan Daftar
Pustaks v’

9. | Novely/Kcbaharuan v

10. Hasil /

Korespondensi

No.| Unsur Verifikasi Keterangan Verifikasl

L. _| Reputasi Jurnal Sinta )

2 |Link  IodekoasT | huups /i kemd b isiniek vo idiournalproI</GO38

Reputasi Jumnal
Berdasarkan hasil verifikasi kela ikel jlmish yang telah dipublikasikan atas nama

mahasiswa tersebut diatas dinyatakan (LAYAK J/TIDAK LAYAK.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan schagaimana mestinya.

Palangka Raya, 6 Mei 2026
TIM VERIFIKASI KELAYAKAN ARTIKEL ILMIAH PENGGANT
Ketua, Anggots 1,
Rizki Sdifobowo SH.MH. Nurolich Ali, .Pd. l.MPdL  Satriya NMug SH., M.Hum,
NIP. I?!?ﬂ?gﬂﬁal’;ggllmu NIP, 198710242019032011 NIP. 198901122023211018



L L

KE .
MENT ERIAN PEDIDIKAN TINGGI, SAINS,.

N TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

nj Kampy FAKULTAS HUKUM
R Tunjung Nyaho, Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya {73111}, Kalimantan Tengah
Laman : hitps:/fih upr.ac.id —

Nomor ' Pnlnnukl Raya, 7 Mei 2026
=
nihal .
'iﬁé‘ﬁmm Hasil Verifikasi
miah Pengganti Skripsi
Bh'd.a.sarhn
ta acarn verifi mahasiswa
{Ierlampu] mahdmgm ini mmkm :;ﬁrﬁr:ﬁ:.m&l e ’mi“'
Nama Mahasiswa : Waulan
}*'“'iﬂl _ : 223010601016 _
ul Artikel * Model Pencegahan Tindak Pidana Berbasis Bhabinkamtibmas
NamaJ di Desa Mabuan
urnal : Jurnal USM Law Revi
Indeksasi Jumal : Sinta3 SR
Tautan Jumal ¢ blips:/fjournals usm ae.idfindex php/fulr

telah mendapatkan Letter of Acceptance (LoA) atau dipublikasikan pada Jumal USM Law
Review (JULR), Volume 9, Number 1, 2026.

Demikian surat kelerangan ini dibuat untuk dipergunakan scbagaimana mestinya.

Januardy, SH., MH.
NIP. 199001062015041001




KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

FLLAT ER il Ty iy puLun W, T
TAR PEY | rUse paLosm s R (Y 1A
TR FELP § PR e o RS f ey B GA0ED

l{dh"’ betarg .‘ﬁmﬁgﬁurﬂ'

D‘ ch“ Ld“ﬁm’ﬂ Fum .
2025

4
S |Nempeeoni  Pareae puitaea, ﬁ/
4

30/51\::1‘? A‘“
3| /janvar

2026

Ketua Junpan,

i

Trans Jaouandy, S H., MLH.
NIF, 195001 06201504 1001




KEMENTER|AN PEHDIDIHAH TINGGI, SAINS,

DAN EKNOLOG|
UNWEHSIT&S PA LAHGKA RAYA

1213010601016

t tnu.hlur'l: v RHL M
Dosen mihm_ll_  Rirkd %ﬁhﬁ-hmhlpail.ltll

Matert yang disaraskan water diperbalki FParsf

) 2. %m%uméhm /,\

/ dec ‘ %”S

Ket

Frasis , SAL ML
HIP. 19900106201 5041001



“.Inm“?ﬂ'[wm
Julan H. Timang, mhf;m?p'ﬂ'ml 36) ag:m Fax. (0536) 1241152

Kalimantan Tengsh (73111 IA)
' SURAT

KETERANGAN BERSIH PINJAM
PADA EEEP_U&]&E&QN EﬁEULTﬁE HUKUM UPR
Nomor: -'rOJPerpurLFl{-Unp:rfPKﬂHZUZG

. il AL PR—
Universitas Palangka Rays, dengan jnj menerangkan bahwa

Nama : Wulan

NIM 1223010601016

Tahun Angkatan 12022

Alamat : )L Yogyakarta
Palangka Raya

Benar feleh bersih dari kewajiban pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas
Palangka Raya yang berkenaan dengan peminjaman dan pengembalian buku Perpustakaan.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar mahasiswa yang bersangkutan = dapat
mempergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 05 Februari 2026

Ketua tim urusan Akademik,
Kemahasiswaan & Alumni

inde, S.Hut
NIP. 19710715 200112 2 003




IKAN TINGG, SAINS,
UNIVERg oy TEKNOLOG]

AS PALANGKA RAYA
TAS HUKUM

Kampus UPR Tunjung
Jalan L ""llmlm
Thlq,tﬂlih:.ruw l'n.m#;-j:r;#ulw

T
yang bertanda tangan di bawah inj -

g + Yulinde, §.Hut
"“’I Iﬂ‘flnm muzzw_:
: Tim Urusan Akademik, Kemahasiswaan & Alumni
Menystakan Mahasiswa dengan ;
Nﬂml :wll'-lu
NIM : 223010601016
Tehun Angkatan  :2022
Alamat : JL. Yogyakarta
Palangka Raya

Tﬂmmmmmwmmmmw
MWP@&-HMUMWM

Judal : 1. Asas Keadilan dan Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Baku Asuransi
di Indonesia

2. Filsafat Hukum

Palangka Raya, 05 Februari 2026

Ketua tim urusan Akademik,
Kemahasiswaan & Alumni

inde, 5.Hut
NIP, 19710715 200112 2 003

@




Dokumentast Penclitian Bersapy, Bhabinkamttinas Desa Mabuan dengan Bapak Brigpol
(B

Badir Polisi) Apriyand),

&




JURMAL USH LAW REVIEW

Submissions

My Assigned Q- Seann T Filters  New Submission

WY Wulan et al & F
B L)
bmplemontas: Peran O Bhabinkamlibmas Daam Pencegahan Tindak Midana D Desa Massan K. ikt y



a91229ba0278c752 Revisi Wulan
Turnitin Check

By By Turnitin



n-mﬂ: a.:ﬂpunulwc.uuruu.phphlr

i D Ty ik or! 10,2662 alr A3, | 3197
IS 214108 This. work islicersad under Creullies Commons ARriytion [omermelional Leers

Model Pencegahan Tindak Pidana Berbasis Bhabinkamtibnas
13i Desa Mabuan

BHABINKAMTIBNAS-BASED CRIME PREVENTION MODEL IN
MABUAN VILLAGE
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ik
Penclition’ ini berinjuan uniuk menpanalisis implanenins peran Bhabinkamiibmas dalim pencegnhan tndsk
pidana i Desa n, Kabupaten Bamio Seloton, serm mengadenafikas: hambotan yamg muncul dalam
pelaksanaamya, | il menggunakan metode hukum emparis dengan pendekatan deskriptifl analius

prelahs wawancam. b, dan kijon Sremtor. Hosil pesctition mesminjulion balwa Bhabsinkomtibems
menjalankan peranmys me bl opaya prevenil, persuasif, dan pamisipati§ yang diwujubkan dalum kegisian
sambang desn, patroli dinbegis. penyuluban hukum, medisa konflik. serta pembinaan masyarakar
Implementan tenchut berkontnbusi pada fercgianya kondia kemtibaras yang khih stabil dan kondusif,
Meskipun demikian, Iu'h.hz:n:n tugas Hhnbinksmitbme mosih menghadapi |quml.n|1 erdfinln, seperti
rencalinya kesadamn hukum masyamkal, kelabatnsan sarmma pendukung, sera fikior sostal budava yang
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I. PENDAHULUAN

Keamanm dan ketertiban masyamkat (Kamtibmas) merupakan prasyarat absolut bagi
terciplanyn stabililas nasional serta Keberlanjutan pembangunan di sustu negara hikum,
Dalam konteks Indonesis, wngpung jawab fundamental dalom memelihom kondusivitas
sosial tersebut berada di bowah otonitas konsotusional Kepolisian Negara Republik

ol LSM Losw Beview wa | Tahin 2026
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Indanesia (Polri). Eksistensi Polr bukan sckadar sebagai instrumen penegak hikum,
mebsinkan juga sebagai gardn terdepan dala layanen dan perfindungan publik.
Ketentuan im secam chsplisit ditegaskan dalom mg-Lindang Nomor 2 Tahun 2002
tentnng Kepolisinn Negara Republik Indonesia sebagai landasan operasional utami. Oleh
karena itu, sincrgi antara Poln dan masvarmkat menjadi variabel Kunci dalam menciptakan
tatanan sosial yang hammonis dan bebas dar ancaman kriminalitas,'

Landasan kenstitusional mengenai tugas pokek Polr berakar kualmu Pasal 30 aym
(4} Undang-Undang Dasar Megara: Répubhk ia Tohun 1945, Nomma konstitusi
tersehut mengamanntkan bahwa Kepolisian i alat megara bertugas melindungi,
mengayonmi, melayani masyirakat, serin menegakkin hukum secam konsisten. Mandat ini
menempatkan Poln pada posisi strategis dalam sistem ketatane garan untuk menjamin hak
asasi wargd negam alas fasa aman. Upaya tersebut diimplementaskan melahin berbagai
fungsi kepolisian yoang tersehar dari tingkat pusat hingea ke unit admimistran £ teckecil di
daerth. Dengan demikian, profesionalisme Poln dalam menjalankan mandat konstitusional
imt menjadi parameter keberhasilan penegakan supremasi hukum di Indonesia.

Dalam diskursus hukum pidana, fungsi pene gakan hukum tidak hanya bersifal represif
ataw yang dikenal dengan istilab jus poewale, namun jugs bersifal prevenifl Strategi
preventil bertujuan untuk mengeliminasi potensi kejahatan sebelum tindak prdana temsebuot
benar-bennr terjadi dalam realitas sosial masyarakat. Pendekatan ini dinilai lebib efekitif dan
efisien dalam: meminimalisic kerugion materill maupun imateriil yang ditimb oleh
suati tindak kejahatan, Fungsi pencegaban ini dijalankan melalui pembinaan RS
hukum serin penguatan partisipasi aktil masyarakat dalam sistern keamanan swakarsa.
Melalui paradigma ini, hukum pidana hadie sebigai sarmng edukasi sosial vang mendorong
warga untuk patul pada norma yang berlaku?

Paradigma kepolisian modern st ini telah mengalami pergeseran signifikan dari
model atoriter menuju model kepolisian vang lebih demokrais dan humanis. Masyarakat
ticknk lagi dipandang sebagai objek hukum vang pasif, melainkan diposisikan sehagai subjek
sckaligus mitra strategis dalam menjoga ketertiban, Transformasi ini menuntut odanya
interakst yang intensi f dan komunikat§ ontara aparat kepolisian dengan warga setempat di
berbagmi wialayvah, Kolaborasi  tersebut  dihorapkan  mampe  mengidentifikasi  akar
permasalahan sosial yang berpotens: menjadi gangguun nyata bagi ketenteraman umum.
Fokus wtama dan pendekatan ini adalah membangun kepercayaan publik (public trust)
schagai madal sosial dalam penegakan hukum,'

L =Undang-Undang Republik indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Ropublik
] sin, Pasal 13,7 2002,
% o, Mukum Pidona Don Perkembongon Moy Kafion Terbodap Pembokaruon Hukum Pidena
I ng: SnarBard, 2007,
' man, “Memahami Hulum Progresif Praf Satjipto Bahardjo Dalam Paradipma ‘Thawaf,"™ Iimel Hokum
Progresif, 2010, 1-72, it/ eptints.undip. ac.d/ 3222,
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Sebagai konsekuensi diri luasnya wilayah geografis Indonesio, Palr diwajibkan untuk
MAmMpL menjy u setiop jengkel wilavah hinggo ke tingkat desa, Permn krusial ni
diemban oleh gkiam Pembing Keamanan dan Ket 0 Mosyarakot, olau yang
secarn populer dikenal déngan akronim Bhabinkantibmas. inkamtibmas menpakan
ujung tombak kepolising yang: bersentuhan langsung dengan dinamika kehidupan hanan
warga di kelumhan moupun desa. Kehndiran merneka di tengah nmusyaraka menjadi simbol
representas negara dalam memberikan perlindungan dan msa aman secara berkelanjutan.
Melalui dedikasi Bhabinkamtibmas, berbagai potensi konflik honzontal di vingkar akar
mampiit diharapkan dapat dideteksi dan dimitigasi sejak dini.*

elenggaraan fungsi kepolisinn di tingkat desa sant ini secam yuridis didasarkan

pada uran Kepolisian Negarn Republik Indonesia (Perpol) Nomor | Tahon 2021

tenting Pemolisian Masyarkal. Re ¥R terband ini mencabut Perkap Nomor 3 Tahun 2015

membawa perubahan orentas pelaksannan mugas-tugas Kepolisian di Lpan gan.

sol Momor | Tahun 2021 menckankan bahwa Pemolisian Masyarakat (Polmas) bukan

sckadar strategi operasional, melainkan sebuah sistem penyelenggoman twms vang

integratit. Perubshan ini menuntut  Bhabinkamtibmas  untuk  memiliki - kemampuan

komumkas: dan negosnias yang lebih mumpunt dalam menghadaps problemanka warga.

Implementast regulasi mi dibaropkan mampy menciptakan mekanisme penyelesaian
masalah yong lebib solutif dan mengedepankan kearifan lokal, *

Bhabinkantibmas dalam menjalankan tugasnya berfokus pada tiga pendekatan utama,
vakni pre-emptif, preventif, dan b is secarn simultan. Pendekatan pre-emptif dilakukan
untuk menghilangkan niat jahat melalui pembinoan mental dan penyuluban hukum kepada
masyarakat luas. Sementara ity tindakan preventif diambkan pada vpava menghilan gkan
kesempatan terjadinya tindak padana. melalui kegintan patroli dan pengaswasan wilavah.
Unsur humanis menjadi rub dari setiap tindakan vang dilakukan agar tetap menjun)ung
tinggi martabat keranusinan dun hak gsasi warga, Ketign pendekatan ini menjodi pilar
utams bagi Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan dalam menjaga stabelitas keamanan desa
secarm menyelaruh.®

Konsep Pemolwian Masvarakat menckankan pada pembangunan kemitrean vang
sejajar antara Polri don warga untuk memecahkan berbagni permasalahan sosial. Dalam

regulasi ter! habinkamiibmas diposisikan sebagai pengemban Polmas yang wajib
mengaktiflan mitrann Polisi dan Masvarakat (FEKPM). Forum ini menjadi wadah
dinlogis bagi para Tokoh masyarakat, tokoh dan aparat desa untuk merumuskan

kebijakan keamanan lokal, Melalui FEPM, i dini tethadap potensi gangguan
Kamtibmas dapat dilakukan sccam lebih akurat berdasarkan data lapangan yang valid

* "Peraturan Kepala Kepolisian Negara Repubdik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dassr
I%riiui Dan Implementas Pemolisian Masyarakat, ™ 2008,

unarto, Endke Kepolsian {lakarta: Cipta Manunggal, 1997}
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Keberadaan wadsh ini memperkual posisi Bhabinkamtibmas schagai mediator yang mampu
menjembatani kepentingan negan dengan kebutuhan masynmbkat desa,

Desa Mabuan vang terletak di Kobopaten Barito Selatan memiliki kamktenstik
peografis don demografis yang unik dan penuh tantangan, Sebagai wilayah pendesaan
dengan dinamaka sosial yang cukup spesifik, Desa Maboan memerlukan perhatian khusus
dalam srateg pencegahan nindak pidana. Kargkteristik masvarakat yang menjunjung tingg
milai komunal menunton pendekatan kepolisian yang lebib adaptif senta bersifar personal,
Efektivitas peran Bhabinkamtibmas di wilayeh ini dingi melalui kemampuannya dalam
menyesumkan din dengan adat istindat setempat Gnpa mengesampingkan hukum posinf.
Oleh karens ity, implementasi peran kepolisian di desa ini menjadi objek studi vang sangat
menarik secarn akademis muupun praktis.”

Ketindaon kantor polisi permanen di wilavah Desa Mabusn menjadikan peran
Bhabinkamtibmas menjadi sangal vital dan tidak tergantikan, Segala bentuk pengaduan
masyarakat  dan  permasalahan  hukum  awsl  bermuara  pads  kehadirn  personal
Bhoabinkamtibmas yang bertugns di lapangan. Brigpol Aprivandi, selaku pengemban fungsi
Bhobinkamtibmas di Deso Mabuan, menjadi representasi tungpal instituss Paln dalan
menjagn stabilitas keamanan désa tersebut. Tonggung jowab yang besar ini menuntut
maohilitas tingei sera komimmen yang kot dafam melayant kebutuhan warga seloma dua
pulub empat jam. Keberhasilan dalam memelihara keamanan desa sangal berganung pada
dedikasi dan kualitas interaksi personal vang dibangun olch sang petugas. *

Salah satu instromen utama yvang dizunakan dalam memeliham keamanan di Desa
Mabupn adalah melalui kegintan patroli dialogis secara rutin, Berdasarkan hasil wawancam
dengan Brigpol Aprivandi, komunikasi dua arah menjadi kunci wama dalam mendeteksi
potensi kerawanan sosial di tingkat desa. Belian menyatakan balwa kegintan kunjungan
(dloar tar doow system ) memberikan kesempatin hagi petugas untuk mendengarkan langsung
kelubon serta aspirnsi warga, Melalui interaksi informal tersebut, berbagni informasi
mengenii polensi sengketa lahan atan perselisihan antarwargs dapat diketahui lebih awal
sebelum meluas menjadi konflik fisik. Dengan demikian, patroli dinlogis berfungsi sebagai
alat deteksi dini yang sangat efekf dalam struktur pencegahan kejahatan, *

Dalam implementas: wgasnya, Bhabinkamtibmas Desa Mabuan juga bemperan akuf
dalam melakukan medisi terhadap persehsihan ringan yang tegadi di tengah warga.
Pendekatan  keadilan  restoratil  (restorarnve justice)  seringkali  diterapkan  untuk
menyelesaikan perkara-perkam vang tidak memerlukan pepanganan represif secara hukum
pidana formal. Mediasi ini bertujuan untuk memulibkan kembali hubungin sosial yang

m'ﬂurﬂﬂnmﬂl Sholihin, ibrahim Bafadol, and Asep Sunandar, "Pengelolaan Persiapan Akredizasi,”

Jumol Administrog Don Monogemien Pendidikon 1 no. 4 [2018): 171=76

Ly Td | Aprivandi, “Wawancara Terkait Strategi Patroll Dialogis Dan Pengamanan Desa Tanpa Kantor Polizl
nen,” 2026,

. Anto bakti; Mulyadi; Mahmud;, Folitik Hukum Pidana Terhodap Kejohaton Korporasi (lakarta:

Softrmedia,
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sempal terganggy akibal perselisithan, seperth sengheta batas tanah atou kesalabpahaman
antar tetanggn. Kehadirnn Bhabinkamtibmas sebagai penengab vang netral <ingat dihargai
oleh masyarakol Desa Mabuan dalam mencan solusi yvang adil bagi semua pihak. Hal ini
membuktikan bahwa peran Bhabinkamtibmas smgat signifikan dalom mengurangi beban
perkara di tingkat penyidikan kepolisian vang lebih tinggi.'"

Namun demikian, implementasi peran Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan tdak
terlepas dart berbagai kendaka 1eknis maupun sosiologis vang menghambat kinera. Luasnya
wilayah jamgkausan serta keterbatasan sarann transportasi senngkall menjadi tantangan
tersendiri dalom merespons pengaduan masyarakal secara cepat. Selain itu, tingkat
pemahaman hukum sebagian warga ying masih rendah memerluk an kesabaran ekstra dalam
memberikan edukasi dan pembinaan secarn berkelanjutan, Tantangan lain benupa penganth
budaya luar yang mulai masuk ke desa juga menuntul Bhabimkamtibmas untuk selilu
memperbarui stritegi pembinnannyva. Meskipun menghadap berbagai rintangan, komitmen
untuk mewujudkan Desa Mabuan vang aman dan tertib tetip menjadi prioritas utima bagi
petugas di lapangan,

Secara @PRitis, keberhnsilan pencegnhnn tindak piduna di tingkat desa divkur dari
scjauh mana Masyamkat merasa aman dan terlindungt dalaom mengalankan aktivitas sehan-
hari. Pern Bhabinkemtibmius schagai pilar pencegahan kejahaton harus terus diperkuat
melalui dukungan regulasi dan peninghkatan kompetensi personal. Penulisan jumal ini
dimmksudkan untuk mengkaji lebih dalam mengenal sejouh mana implementas) peran
Bhabinkamtifas di Desa Mabuan telah sesum dengan amanat Perpol Nomor | Tahun 2021,
Hasil kaptan i diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikican bagi pengembangan
strutegi kKepolision masyvorakat di wilavah perdesaon [unnya di Indonesia. Analisis
mendalam mengenni faktor pendukung dan penghombat menjudi poin sentral dalam
pem an penelitian ini ke depan.'’

kan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan memfokuskan pada
efektivitas implementasi peran Bhobinkamtibmas dalam pencegahan Kejabatan di Desa
Mabuan, Fokus utama penclitian terfetak pada sinkronisasi antam perituran perundang-
undangan dengan realitas sosiologis penegakan hukum di lapangan. Dengan menggumikan
pendekatan yuridis empins, penehitian im diharapkan mampo membedah secara tuntas peran
Bhabinkamtibmas dalam menjaga mtegntas Kamtibmas, Urgenst peoclitnan inn terletak pada
pencarian model pencegahan kejahatan yang paling ideal bagi wilayah yvang memiliki
karakieristk  geografis  terpencil.  Penulis  mevakini  bahwa  pengustan  peran
Bhabinkamtibmas adalah kunci utama bagi terciptanya ketertiban sosial yang berkelanjutan
di seluruh pelosok negen.™

@ﬂm Hukiim Fidane Don Perkemb ongon Mosyargkot: Kofan Terhodap Pembaharuon Hukum Faong,
U Mgl Wawancara den gan Brigpol Aprivandi, Bhabinkamtibmas Desa Mabuan, Kabupaten Barito Selatan,
terkait pola wmim pencegahan tindak pidana di wilayah pedesaon
Y Hagil Wawancara dengan Brignol Aprivandi, Bhabinka mtibmas Desa Mabuan, Kabupaten Barito Selatan,
terkait pols umum pencegahan tindak pedana di wilayah pedesaan.
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2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini ménggunakan metode penclitian hukum empiris, Yaifu suata prosedur
penelition yang berfokus pada pengamatan terhadap penlaku hukum masyarakat seria
efektivitis  bekeronya hukum  dolom realitas sosil. Pendekatan imi dipalibh untuk
menganalisis secarn mendalom bagaimana peran Bhabinkamubmas diimplemenasikan di
Desa Mabuan, tidak hanya berdasarkan tcks norma hukum positf, wiapl juga melalui
interaksi sosial vang terjadi antara aparat dan warga. Dalam perspektil hukum empirs,
hukum dipandang  sebagn - gejil il yang dinamis atow lew G aetion, di mana
efektivitasnva dipengamhi oleh petugas pencgak hukum, sarana fasilitas, sena
kesadiran hukum masyarakat itn sendiri.'* Fokes utama penelitian ini adalah untuk melihat
sejauh mana fungsi preventif kepolisian mampu mereduksd angka kriminalitas dan kon flik
s 2|9 lui stratept pemolisian masvarakat vang humanis di wilayah Barito Selaan,

o dalam penelitian ini dikumpilkan melalu teknik observasi lapangan dan
wawancara mendalam dengan informun kunci. yakni Brigpol Aprivandi selaku pengemban
fungsi Bhabinkamtibmas di Desa Mabuan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, di mana
peneliti mengolah hasil temuoan lapangan untuk kemudian dibandingkan dengan teori-leon
hukum dan regulasi vang berlaku, seperti Perpol N ahun 2021, Penggunaan metode
ini memungkinkan penelin untuk mengidentifikasi tan-hambatan sosiologs yang
dihadapi oleh kepolisian dalam melakukan deteksi dini tindok pidana, Scjalan dengan
pemikiran Soerjono Sockanto, pencgakon hukum di tingkat desa t bergantung pida
integritas mentalitas petugas dan Keselw antiara aturmn ks nilai-nilii ving
hidup i engah masyarkat setempat.’ Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikin gambinin komprehensil mengenal potret pencgakan hukum preventi fdi
wilavah pendesann,

mlﬂSIL DAN PEMBAHASAN
31 Implementasi Peran Bhabinkamtibmoas dalam Pencegahan Tindak Pidana di Desa
Mabuun

Implementasi pesan Bhabinkamtibmas i Desa Mabuan merupakan bentuk konkret
dari transformasi kepolisian memiju model vang lebih pre-emptifl dan preventif. Brigpol
Aprivandi, sebagai personel tunggal di desa tersebut, menjalankan fungsi "polisi serbaguna”
yang i fembatan antars kepentingan negara dan masyamkat lokal, Secam opemsional,
peran i tidak hanya ferbatas pada parroli keamanan, tetapi juga mencakup pembinaan
mental dan hukum, Keberhasilan implementasi ini divkur dart minimnys gejolak sosial yang
berujung pada lporan pidana formal di tingkat Polres maupun Polsek, Melalui pend ckatan

:Er}ﬁ‘ﬁn Soekanta, Foktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegekon Wukem [Rakarta: RajaGrafinda
Persada, 2002).
W i,
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yang kensisten, Bhabinkamtibmas berhasil menciplakon stabilitas keammnan di wilayah
yang secara geografis cukup tensolas ing, '

Langkah pertama dalam implementasi ini adalah pelaksanaan tn Door System
(DDS) atau kunjungan dari umah ke romiah secara berkaly, Bngpol Aprivandi menjelaskan
bahbwa metode ini adalah instrumen paling efektil untuk membangun kedekatun emosional
dengan warga Desa Mabuan, Dalam setiap kunjungan, beliau ndak hanyva membenkan pesan
kamtibmas, tetapi juga menyerap informasi mengenai Keresahan warga. Data lapangan
menunjukkan bahwa interaksi personal ini mampu menurenkan sekal antam aparal
kepolisian dan masyarakat sipil. Dengan demmikiin, warga mensa lebih nyaman untuk
melaporkan seliap potensi gangguan keamanan tanpa msa lakuat,'®

Selain kunjungan personal, implementasi peran ing diwujodkan melalui ggunun
Forum Kemitrman Polisi dan Masyvarikal (FKPM) di balai desa. Brigpol Apriyandi secara
rutin menginigissi  pertemuan dengan para wkoh adat dan perangka desa untuk
mendiskusikan kerawanan wilayah. Dalam wawancara, belinu menekankan bahwa FEKPM
di Desi Mobuan berfungsi sebagai lembaga "peradilan desa” informal untuk masalah-
masalah kecil. Melabui wadah i, nila=-nilo musyawarah untuk mofakat dikedepankan guna
mencapai konsensus dalam menjaga ketertiban. Sinergi ini membuktikan bahwa pencegahan
tmdak pidana sangat bergantung pada penguatan modal sosial vang ada di desa tersebu '’

Fungs: deicksi dimt jugn memjadi pilar  winma  dalam  implementisi  peran
Bhabinkamtibmas guna mengantisipasi konflik horizontal, Brigpol Apnyandi senuntinsa
memetikan tik-titk rwan, terutama yang berkaitan dengan sengkieti lnhan di perbatasan
desa. Belinu mengungkapkan bahwa informasi sekecil apa pun mengenm Kelegangan
antarwargs seger ditindaklanjuli dengan Kunjungan  klarifikasi. Tindakan cepatl ini
mencegah eskalasi: masalah yang berpotensi memicu tndakan anarkis atau main hakim
sendiri, Detekst ding vang akurt memungkinkan kepolisian uniwk melakukan intervensi
sebelum suatu perbuaton melanggar hukum tegadi secara nyata. '

Edukasi hukum kepada generasi muda di Desa Mabuan juga menjadi bagian integral
duri strategi pencegahan tindak pidana. Brigpol Aprivandi seringkali melakukan penyuluhan
hukwmn di lingkengan sekoloh moupun empat berkumpulnys pemuda desa. Folus
pembinaan ini mencakup bahaya penyalahgunaan narkoba, perudian, serta dampak negati§
dari pergaulan bebas. Belian berpemdapat bahwa penguatan karakter pemuda adalah
investasi jangka panjang bagi keamanan Desa Mabuan di masa depan, Dengan membenkan
pemahaman mengena konsekuenst hukum, diharapkan pars pemuda mampu membeniengi
diri dari pengaruh kriminalitas,

1 Bomi| Atmasasmita, egm and Knstian, Skstem Peradilan Pidana Terpady Ban Sisten Penegakan
Hfim Bi ind {1zkarta: Prenadamedia Group, 2017].

e tha Matalia Tuage, “Perlindungan Hukum Terhadap Sakai Dan Karban Oleh Lembags Perfindungan
5 an Karban,” Lex Crimen 2, o, 2 (2013); 130, hitps://doi.org/10,2425Y el iqthisadi v2i1.14236,

LM Faal, Penyoringan Perkare Pidana (leh Polisl (Bivkees! Kepolision] (lakarta: Pradnya Paramita, 19%1).
Y pd,

Jurnald ‘wsh Low Review Vil 9 No 1 Tobun 2026




Rclivud pouenaly s ac i nden gl
Acepiok D00 ot s ik o) 10 26623l 9. 13157

e S This waek i Kcensed under Crialies Comemans Altréation [terational Licenss

Penyelessian konflik melalui jalur mediasi atou restoraive fiestioe menjadi bukti nvata
peran Bhabinkamubmas sehagai problem solver, Dalam wowancar, Brigpol Apriyandi
menvebutkan bahwa banyak perselisihan warga, seperti pencurian ingan atau penghinaan,
diselesaikan i fuor jalur hukum formal. Proses medingi mi mengutamakan pemulihan
keadann dan perdamaian antara pelaku dengan Korban secara Kekeluarpaan, Pendekatun i
sangal relevan dengan kamkrenstk mosyarkar BPesa Mabuan vam sih - menjun) wng
tinggi nilai-nilad persaudaraan. Hasilnya, harmoni sosial tetap 1erjaga Tanpa harus melalui
proses peradilan yang memakan wakiu dan biaya besar.'”

Pengawasan terhidap pendatang atau tamu yang berkunjung ke Desa Mabuan juga
diperketal sebagai langkah préventil. Brigpol Aprivandi bekerja sama dengan Ketua RT
untuk memastikan setiap tamu yang menginap wajib melapor dalam waki 1x24 jam. Hal
ini dilakukan untuk memmimalisir masuknys oknum-oknum yang bemiat melakukan tindak
kriminal atw menyebarkan paham radikal. Dalam keweringannya, belivy menekankan
bahwa kewaspadaan lingkungan adalah Kunei utami dalam mencegah kejahatan dar pihak
luar. Sistem pengamanan swakarsa ini berjalan efekaifl karena adanya instruksi vang jelas
dari Bhabinkamtibmas kepada pur.mgkm_

Patroli dialogis pada malam har kan guna memberikan rase oman bagi warga
yang sedang beristirshat maupun yang menmalankan ronds, Brgpol Apnyvandr senngkali
bergabung dengon warga di pos kamling untuk mendiskusikan sitesst keamanan terking
secam santal, Belion menyatakan bahwa kehadiran polisi di tengah mulam secarn psikologis
mampu menciutkan niat pelaku kejahatan, Seliin iy, kegiatan mi menjadi samna untuk
memberikan motivasi kepada warga agar tetap aktif dalam menjaga lingkungannya masmg-
masing. Patroli ini tidak hanya bersifit pengawasan fsik, tetapi juga sebagai bentuk
pengayoman secam maril kepada selunh fapisan masyarakat="

Peman fatan wknologi komunikast seperti grup WhatsApp juga dismplementasikan
untuk mempercepat pelaporan gangguan Kamtibmas. Brigpol Apoyandi menginisiasi grup
koordinasi yang beranggotakan aparat desa dan tokoh-tokoh kunct di Dese Mabuan, Melalui
media ini, penyebaran informasi terkait kernwanan stou Kejadian darurat dapar dilakukan
seeara real-time, Belion mengungkapkan bahwa Kecepatan informasi sangat krusial dalam
melakukan penanganan awal di lapangan. Digitalisasi koordinasi ini terbukti efektif dalam
memangkas birokrsi pelaporan yang selama ini disnggap lamban oleh sebagian warga !

Brigpol Apnyandi juga berperan sebagai teladan bagi warga dalam mematuhi norma-
norma sosil dan hukum vang bedaku. Penlaku humanis vang behau tunjukkan i
keschoran membuat warga merasa segan sckaligus hormat kepada institusi kepolisian.
Dalam wawancara, belian menegaskan balbwa seomng Bhabinkamtibmas harus mampu

¥ aprivandi, “Wawancara Terkait Strategi Patroll Didlogls Dan Pengamanan Desa Tanpa Kantar Polisi
i 43 ol
4 ladp

iena, Memahami Hukum Kepolisian (Yogyakarta: Laks8ang Pressinda, 20101
oertl Hadiati Soaroso, Kekerasan Dalam Aumah Tongge Dolam Penpektif Yo ridis-Viktimologis (Jakarta:
Sinar Grafika, 2000).
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menjadi fzur Bapak bagi wangn desi., Kepercayaan yang dibangun melalui integritas pribadi
inl mempermudah pelaksanaon ugas-tugas kepolistan dalam menjaga ketertiban, Tanpa
kiepercayaan publik, segala bentuk kebijokan pencegahan kejuhatan akan sulit ditenima dan
dijalankan olch masyorakat.

Implementasi peran preventif juga menyentuh aspek pedindungan  terhadap
perempuan dan anak di yah Desa Mabuan. Brigpol Aprivandi membenkan perhatian
khusus pada kasus-kasus Kekerasan dalam ramah tangga vang seringkali dianggap sebagai
masalah privat. Belian melakukan pendekatan persuasif kepada pam Kepala keluargs untuk
menckankan pentingnya keharmonisan dan perhindungan hak-hak anggota keluarga.
Edukasi i dilakukan secara halus melalm perbincangan di sela-sela kegiatan keagamaan
maupun adal desa. Upaya ini bertujuan menciptakan lingkongan domestik vang aman
sebagai fondasi keamanan masyarakat yang lebih luas.=

Bhabinkamaibmas juga akaf dolam kegiatan sosial kemusyarakatan, sepert kerja bakti
ataw upacarn adat vang diselengearakan oleh warga. Brigpol Aprivandi berpendapat bahwa
keterlibatan dalam kegiatan sosial adalah cam terbaik untuk membaur dan melebur dengan
budaya lokal. Dengan menjadi bagan dan aktivitas warga, beliau dapat mémahami strukiur
sosial dan peta kekuatan politik di desa tersebut secara lebih mendalame Kedckatan ini
memungkinkannya untuk melakukan miervenst sostal seeara tepat sasaran apabala muncol
bibat-babit perpecahan. Parisipasi akof dalam kegiotan desa memperkuat legitimas: peran
Bhabinkamtibmas di mats masyamkat Mobuan.*!

Pembinaan terhadap par mantan nampidana vang kembali ke desa juga menjud
bagian dan tugas Bngpol Apnyandi di lapangan. Beliay melakukan pendampingan agar pir
mantan narapidana tersebut tidak dikueilkan oleh warga dan fidak kembali melakukin tindak
pidana  (resedivisme). Dalam wawancarm, belian menyvatakan  bahwa  membenikan
kesempatan kedua den merangkul mereka kembali ke masvamkat adalah  langkah
penicegahan yang sangat penting, Pendekotan ini dilakukan dengan membantu mercka
mencari peluang ekonomi vang halal melatui koordinasi dengan peranghat desa. Reintegrasi
sosial yang sukses akon sangat membant dalom menckan angka knminalitas secarn
berkelanjutan di Desa Mabuan,

Brigpol Aprivandi juga menjalankan fungsi pengawasan techadap Pgeunaan dana
desa puna mencegah tenadinya tindak pidana korupsi, Beliau seringkali hadir dafam rapat-
rapat perencenaan pembangunan desa wntuk membenkan masukan dan sudut pandang
hukwn, Kehndimmya berfungs: sebagai pengimgat bagi perangkat desa agar mengelola
anggamn secar transparan dan akuntabel. Dalam keteranpgannya, belian menyebutkan
bahwa pencegahan kejahatan kerah putih di tingkat desa adalah amanat yang sangat

;-’EVMP Lab, Crime Prevention: Approdches, Pradhices, and Evalugtions (New York: Routledge, 2014).
@g:ndi. “Wawancara Terkalt Strategi Patroli Dialogis Dan Pengamanan Desa Tanpa Kantor Polisi
nen.”

Nawnwi Arief, Buage Rompei Kebgokan Hukum Pidena [Bandung: Citra Adstys Bakei, 2002).
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strategis. Dengan tats kelola desi yvang bersih, polensi kécemburian sosial vang memicu
kon ik antarwargn dapat diminimalisir secar efektif. ™

Kesiapstagaun dalam menghadapi bencana alam juga menjadi bagian dani peran
preventil Bhabinkamtibmas dalam menjaga keselamaton warga, Desa Mabuan yang
memilika area huten don sungai menuntut kewaspadaon terhadap ancoman kebakaran hutan
maupun banjir musiman. Brngpol Aprivands aktf membenkan simulasi evakuasi dan
pencegahan karhutla kepada masyarakat terunama pada misim kemaraw, Belios menegaskan
babwwa perlindungan jiwa mga warga don bencana adalah bagian tak erpisahkan dan tugas
pemelibarun Kamtibmas, Koordinasi dengan instansi terkall selalu beling lakukan untuk
memastikan kesiapan saram prasarana penanggulangan bencana di desa,

Dalam aspek penegakan hukum lalu linas, Brigpol Aprivandi  membenkan
pemahamun mengenal pentingnya ke selamatan berkendara bagi wirga dess. Meskipun Desa
Mabuan jauh dan hink pikuk kow, kesadaran dalam mengpunakan helm dan mematshi
aturan jalan tetop ditckankan. Beliau menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas seringkali
menjadi pemicu Keributin antarwarga apabila tidak ditangani dengan kepala dingin, Melalui
sosialisasi yang rutin, angka pelinggaran lalu lintas di jalan poros desa dapat ditekian secar
signilikan. Hal int berkontribusi pada terciplanyva sunsana desa yang tertib dan disiplin dalam
setiap aspek kehudupan wargs.

Brigpol Apnyvandi jugs berperun dalam memantau distobusi bantuan sosial dan
pemerintab agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kegaduhan Belinu seringkali
mendammng petogas penyaler banman untuk memastikan ndak adanya pungutan lar stau
prakuk nepotisme dalam pembagiannya. Dalum wawancara, beliau mengungkapkan hahwa
ketidakadilan dalam pembagian bantuan sangat rentan memicu aksi protes massal.
Kehadimn polisi di lokasi peny aturan membenkan msa aman sekaligies menjamin integritas
proses distribusi tersebut, Pencegahan terhadap kecurangan ini merupakan bentuk nyata dari
perlindungan terhadap hak-hek ekonomi warga kumng mampu.

Upaya pencegahan tindak pidana juga dilakukon melalui peng uatan sistern keamanan
lingkungan (Siskamling) yong mundiri. Brigpol Aprivandi memberikan pelatihan dasar
kepolisian, seperti teknik bela din don cara pelaporan, kepada para pemgas Linmas desa
Beliu menekankan bahwa kemandiran desa dalam menjaga keamanannya adalah tujuan
akhir dan progrmm Polmas, Dengan Linmas vang Kompeten, beban tugas kepolisian di
lapangan dapat terbantu melalui kolabarasi vang solid dan terorganisic, Penguatan kapasitas
sipil imi menjadi modal wama dalam menciptakan sistem pertahanan keamanan rakyat
semesta di tingkat paling dosar.

Secara keseluruhan, implementast peran Bhabinkamtibmas di Desa Muobuan telah
menunjukkan hasil yang positif bagi stabilitas wilayah, Brgpol Apnyvendi mampu
menjalankan fungsi pre-cmptif, preventif, dan humanis secara scimbang di tengah
keterbatisan Fasilitas ying ada. Keberhasilan ini tidak terlepas dar dedikasi personal

®
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petugas yang mampu memadukan hukum positil dengan kearifan lokal masyarakal
selempal, Strateg jempot bola dan komunikasi intensil menjadi kunci keberhasilan dalam
menciptakan desa yang bebas dan gangguan tindak pidana. Pola implementast ini dapat
menjadi rujukan bagi wilayah lam dalam mengoptinmikan peran Poln di tingkat pedesaon,

Terakhir, keberfanjutan peran Bhabinkamithmus sangat bergantung pada dukungan
maoral dan parnsipast aktif dart seluruh wargs Desa Mobuan, Brigpol Apnyvandi mencgaskan
balwa tanps bantuan warga, seorang polisi schebat apa pun tidak akan mampu menjaga
keamaman sendirian, Kesadbran kolektl untik saling menjaga dan peduli tedhadap
lingkungan memadi fondasi wane dalion sistem pencegahan kejahatan. Hubungan ying
harmonis. antara polisi dan masyarakat telah mengubah wajah kepolisian menjadi lebih
bersahabat dan dipercaya oleh publik. Inilah esensi sejati dan pemolisian masyarakat yang
beronientasi pads kemunesipan dun keadilan bagi seluruh rakyar Indonesis,

3.2 Kendala yang Dihadapi Bhabinkamtibmas dalam Pencegahan Tindak Pidana di
Desa Mabuan,

Meskipun implementasi peran Bhabinkamtibmis di Desa Mabuan telah berjalan
cukup optimal, namun dalam realitasnya masih ditemukan berbagai kendaba vang signifikan,
kendala pertoma bersifin geografs, di many letak Desa Mabuan cukup jauh dan pusat
komando di tmgkat Polres moupun Polsek. Brigpol Apnyvandi memelaskan bahwa medan
yang sulit ditempuh saat musim hujan seringkali menghambat keceputan mobilitas petugas
di lapangin. Keterbatasan akses jalan vang memadil menyebabkan respon terhadap laporan
warga terkadan g mengabami keterlambatan yvang tidak dimginkan. Hal ini menjadi tantan gan
fisik yang bert bapl seorang petugas yang harus mengawasi wilayah yang cukup |uad
sendirian. ™

Kendala kedua bercaitan dengan keterbatssan sarana dan prisarna penunjang fugas
kepolisian di tmghkat desa, Diesa Mabuan tidak memiliki kantor polisi permanen, schinggn
Brigpol Aprivandi senngkali mengpunakan balai desa swu kedinmannya sendin untuk
menerima pengadusn, Mimmnya fsilims komunikas dan alol tmnsportis ying mumpuni
juga seringkall memjadi penghambar  dalam menjolankan patroli  rutine Behaw
mengungkapkan bahwa Keterbatasan angearan untuk operasional lpangan terkadung
meneksa petugas ik merogol kocek pribadi demi kepentingan warga. Kondisi ini
menuntul kreativitas dan dedikasi vang luar biasa dan seormng personel Bhabinkamtibmas
agar wgas tetap terlaksana,®

Faktor sumber dava manusia dan sisi jumlah personel juga menjadi kendala utama
dalam efekuvitas pencegahan tindak prdana, Rasio antars jumlsh polisi dengan jumlah
penduduk di Desa Mabuan masih jauh dari angka ideal yang diharapkan instinsi Pole.
Brigpol Aprivandi harus menangani berbagai macam permasalahan warga mulad dan urusan

I, Hok Asasi Manusia, Politik Den Sistem Peradilon Pidpna [Semarang: Universitas Dipenegorg
. 2002).
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Ik hing ga masalah sosial pribadi secara bersamann, Beban kerja yang teelalu besar pada
sal orang personel berpotensi memmbulkan kelelshan fisik mavpun mental vang dapat
menurunkan performa kerja, Tonpa adanya sistem pendukung stou asisten, efektivitas
pengawasan di tink-titik werjouh desa sulit dipastikan Keamanannya secara kon

Kenidala sosiologis: berups musith rendobnya tingkat literass hukum angan
magyarakat Desa Mabuan juga sering menjadi hambatan, Banyak warga yang masih
mengangeap masalah hukum sebagai sesustu yang menakutkan schingga cenderng
menutup diri saat tegjadi peristiwa pidana. Brigpol Aprivandi menyatakan balwwa seringhali
warga ehggan menjadi saksi dalam sebuah kasus kiarena takut ikan (ntimidas atau stigma
sosial di desa. Pola pikir yang cenderung defersif terhadap aparat hukum ini menghambat
proses pengumpulan bukii dan informasi di lapangan. Diperlukan wakt yang sangal Lama
dan kesabaran ekstry untuk mengubah mentalitas masyamkar agar lebih sadar akan hak dan
kewajibannya,*

Keberadaan hukum adat dan tiadiss lokal terkadang juga menimbulkan benturan
dengan pener. kuim positif vang diemban oleh kepolisian. Di Desa Mabuan, beberapa
masalah vang alam kategor tindak pidana menunit undang-undang seringkali
dianggap biasa menumt adat setempat. Brigpol Aprivandi harus berhati-hati dalam
menmdoklanjun kasus agar tdak menyinggung  perasaan twokoh adm vang memilik
pengaruh kuat d masyarmknt, Beliog menjelaskan bahwa posist Bhabinkamtibmas seningkali
terjepit antara kewajiban menegakkan stumn negara denpan kehnmisan menghommati
kearifun lokal. Penyeimbangan dua kutub ini merupakan kendala psikalogs dan taktis vang
memerlukan kebijoksanaan tingkat tinggi dan seomng petugas lapangan,

Masalah ekonomi juga menjadi pernicu utama timbulnya potensi tindak pidana yang
sulit dibendung hanyn dengan pendekatan pembinaan. Brigpol Aprivandi mengungkapkan
bahwa anghka pengangguran vang fluktuatif di Desa Mabuan berkorelast angsung dengan
munculnya kasus pencurian kecil-kecilan. Belu sering mendapati pelaku kejahatn vang
bertindak karena desakan kebutuhan dasar perut untuk keloarganya sendiri. Dalam kondisi
seperti i, pencegahan kriminalitas menjadic sangat sulit karena akar permasalahannya
berada pada sckior kesejahteraan ckonomi vang bukan ranah kepolisan. Petugas hanya
mampu memberikan solusi sementara fanpa bisa mengubah stukmre ckonomi vang
membebani masyarakat desa secara sistemik.

Intervensi dan pihak Tear desa vang membawa penganuh negatifjuga menjadi kendala
ekaternal vang sulit diprediksi arah geraknya, Masuknya pabam radikal atau ajakan
perjudian dari pendatung seringkall merusak tatanan sosial vang sudah dibing oleh
Bhabinkamtibmas, Brigpol Aprivandi mencatat bahwa peredaran minuman keras dan
narkoba mulai merambah ke pelosok desa melalui jalur-jalur vang tdak terpantau petugas,
Beliu menegaskan balwa peneegahan kejahatan trapsnasional di tingkat desa memetlikan

pada tanggal 10 April 2026. Elaborasi n Jurmal llemsi Eepolisian, “Transformas Digital

¥ Hanil Wawancara den gan Srigpol Aprivandi, Bhabinkamtibmas Desa Mabuan, Kabu paten Barito Selatan,
Bhabenkamtibmas di Era Industn l.o_‘%l‘lmu Kepolision, Vol 14, No. 1, 2020, km. 76.
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koordinasi lintas sektor yang sast i masih divasa kurng. Pengawasan terhadap lalu lintas
manusis dan bermng di perbatasan desa menjadi celuh yang senng dimanfaatkan oleh pelaku
kriminal profisional.

Kendala berikutnyva adalah kurmngnyva dukungan anggaran dan pemerintah daerah
untuk penguatan kapasitas Linmas atag sistem keamanan lagkungan, Brigpoel Aprivandi
menycbutkan bahwa banvak pos kamling di Desa Mobuan vang kondisinya sudah ndak
layak atan bahkan tidak beroperasi gl Ketiadaan insentif vang memadai bagi warga yang
aktif’ meronda membual semangal partisipasi masyarakat dalam Siskamling menurun
drastis. Belinu seringkali hurus memberikan motivasi secar mandin tanpi didukung oleh
sarana bantuan logistik yang memadai dard pihak terkait. Lemahnya dukungan infrastrukiur
keamanan i membuat beban pencegaban tindak pidana mumi bertumpu pada pundak
personel kepolisian saja.™

Perkembangan tweknologi informasi selain memberikan manfast juga membawa
kenidala baru berupa maraknya berita bohong (hoac) di tengah warga. Brigpol Aprivandi
seringkali harus bekerjn keras memberikan klanfikasi atas informasd salsh vang beredar
cepat melalui media sosial warga. Informasi vang menyesatkan tersebul tidak jarang
memicu provokasi dan keresahan sosial yang dapat berujung pada konflik antar kelompok
di desa: Bebau mengungkapkan babwa Iemsi diginl warga yang ‘mash rendah
memudahkan mercks terhasut oleh su-se sensinfl vang berkmmn dengan SARA,
Pepnnganan  dampak  negatif  internet ini menjadi  tambahan  tugas  bemt  bagi
Bhabinkamtibmas di em keterbukain informasi saat ini.

Ego sektoral antar instansi di tingkat kecamatan atau kabupaten terkadang juga
menghambit kolaborasi dalam penanganan masalah sosial di desa. Brigpol Aprivandi
menceritakan pengalamannya saal membutuhkan bantuan dinas sosial atiu keschatan untuk
menangam warga yang mengalami gangguan jiwa atau kecanduan, Seringkali respon dari
instansi terkmt lambat karena alasan prosedur birokrasi yang rumit dan kaku antar lembagn
pemerintah  terscbul. Ketidaksinkronan  ini menyebabkan  Bhobinkamtibmas  haros
menangam masaloh yang sebenamya bukon merupakon ugas pokok fungst kepolisian
seeara mandir. Hal immenvebabkan enerm petugas terkums untuk urisan admimstran§
vang seharusnya diselesaikan melalui kerja sama tim lingas sektoral ™

Komdisi psikologis masyarakat yang masih trauma terhadap cara kerga kepolistan di
masa lalu terkadang menjadi hambatan dalam membangun  kepercayaan, Meskipun
paradigma sudah berubah, masih ada sebagian keeil warga senior di Desa Mabuan yang
merasa skeptis terhadop kehadiran polisi. Brigpol Aprivandi mengakui bahwa menghapus
stigma "polisi arogan”™ memerlukan pembuoktian nyaty melslui tindakan vang konsisten
selama  bertahun<ahun.  Beliow senng mendapatkan  perlokuan yang  dingim atau
ketidakpedulian saat mencoba mengapik warga berdiskusi mengenai masalah keamanan

Wil observasi peneliti langsung.
" penulis menekankan bahwa keteladanan moral personel kepobisian di lapangan adalabh modal utama
dalam meraih legitimasi don kepercayaan public {pwblic raest).
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wilayah, Penolakin halus ini menjadi kendala mental bagi petugas untuk masuk lebih dalam
ke dalam struktur privasi masyarakat sctempat.

Minimnya alat bukii digitll otaw CCTV di titik-titik mwan  Desa Mabuan
menyvebablcan  pengungkapan tindak pidana seringkali menemui jalan buntu. Brgpol
Aprnvandi menjelaskan bahwa tanpa dukungan eknolog pengavwisan, pemantauan wilayah
hanya bergantung pads pengamanan mata manusia yang terbatas. Jika tegadi pencurian pada
malam haei di lokasi sepi, sulit bagi petugas untuk mengidentifikasi pelaku tanpa adanya
rekaman visual. Hal ini membenkan celah bagi pelaku kegahatan untuk beraksi karena
mercka tabu babwa pelusng . untuk tidak lerangkap sangal besar, Kebutuhan akan
modemnisasi peralatan keamanan desa sudah sangat mendesak namun belum tersentuh oleh
kebijakan anggaran daerah,

Kendala cunca ckstrem seperti banjir bandang vang sering melanda sebagion wilavah
Dreay Mabuan juga melumpubkan aktivits pengamanan wilayah. Saatbencana verjadi, fokus
Brigpol Aprivandi terbagi ontara melakukan evokuasi kemanusiaan dengan menjaga
keamanan hara benda yang ditinggalkan pengungsi. Dalam  situssi chaos, polensi
penparahan atau pencunan di rumah-rumah kosong menjadi ancamin nyata yang harus
diantisipasi dengan personel terbatas. Beliou mengungkapkan betapa sulitnya mienjaga
stabilites kewmanan saat alam sedang udak bersahabat dan masyarkae dalam kondisi panik.
Bencana alam wi bukan hanya merusak mims rukiur, tetapi juga merusak pola pencegahan
tindak pidana yang sudsh disusun sehelummnya.

Sikap apatis dorn sebagian wokoh masyamkat yang sudah mapan ekonominya
terkadang menghambat jalinnya program-program Kemitrman Kepolisian, Brigpal Aprivandi
menyebutkan ada Kalangan tertentu yang merass bihwa unison keamanan adalah mumi
tugas polisi dan mereka tidak perlu terlibal. Kurangnya msa memiliki terhadap keamanan
Tingkungan dori kelompok i berdampak pada lemahnya kontrol sosial di wilayah tempat
tmygzal mereko. Belion sering kesulitan mengajak kelompok menengah ke atas di dess uniuk
berpartisipasi dalam Forum Kemitran Polisi dan Masvambat. Paduahal, dukungan moril dan
muteriil dari wkoh-tokoh ini sangat dibutuhkan ontuk mengeerakkan inisiatiEanisiotf
heamanan desa.

Kurangnya  pelatiban  khusus  atan  diklst  berkelanjutan bagi  personel
Bhabinkamtibmas mengenai perkembangan modus kejahatan terbarm i dacrah perdesean.
Brgpol Aprivandi merasa bahwa lmu vang didapatkan di pendidikan kepolisian terkadang
perlu diperbarui sesuan dengan dinamika sosio bl desa yang terus berubah, Modus penipuan
onling yang menyasar wargs desa dengan pendidikon rendoh memerlukan teknik
penanganan dan pencegahan yang spesifik, Tanpa pembekalan pengetahuan yang up-to-
date, petugas di lapangan mungkin tertinggal selangkah dan pam pelaku knminal vang
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semakin canggih, Investasi pada peningkatan kapasitas intelek tual personel menjadi kendala
manajerial vang harus segera dicarikan jalan keluamya oleh pimpinan,™

Pengaruh politik lokal terutama menjelang permilihon kepala desa seringkali memecah
belah persatuan wanga don memicu pesekan sosinl yang mjam, Brigpol Aprivandi harus
bersikap netral di tengah tankan kepentingan polink amar faksi pendukuong calon kades di
Desa Mabuan, Belion menjelaskan bahwa sunsana politk yang memanas senngkali
mengabaikan atwran hukum dan mengutamakan sentimen kelompok yang berujung ricuh.
Tugas Bhabinkamtibmas menjadi berkali-kali lipat lebib berat dalam menjags agat
persiingan poliik tidak berubah menjadi konflik fsik massal. Ketegangan polink i
merupakan kendala penodik yang selalu menguji integritas dan profesionalisme kepolisian
di tigkat akar rampud.

Terbatasnys akses erhadap bantuan hukum cuma-cuma bagi warga miskin di Desa
Mabuan juga menyulitkan wgas Bhabinkamtibmas dilam mediasi. Brigpol Aprivandi sering
mendapati warga vang bersalah namun tidak mampu membela din kumi, schingea
merekn merasa tidak diperlakukan adil. Hal ini menimbulkan persepsi arakal bahwa
ks iy tajam ke bawah dan tumpal ke stas jika tidak didampingi pengacara, Beliou
harus bekerja kerns menje laskan proses hukum secara objektf agar tidak muncul kecunigaan
bahwa polist menuhak salah saw pihak. Ketisdoan lembaga bantwan hukum vang
menangkou dess menjadi kendala dalam mewujudkan keadilan restomn yang seutuhnya.

Fuktor budaya konsumtif dan gaya hidup yang mulai masuk ke pemuda desa melalui
media massa memicy peningkaton kemgiman memilikn bamng tanpa bekega, Brigpol
Aprivandi melibat adanya ke cenderungan pemuda melakukan pencunan gidget atas sepeda
motor demi pengakuan gaya hidup di pergaulan sosinlnya. Beliay menyatakan bahwa
degradasi moral akibat penganih gaya hidup urban ini sangat sulit dikendalikan hanya
dengan penyvuluhan rutin, Pergeseran mlai-nilar luhur desa menwgu motenalisme menjadi
kendala sosiokeltural jangks panjong dalbm pencegaban tindak pidona Kepolisian
membutuhkan dukungan dar lembaga pendidikan dan agama untuk mengatasi masalah
mendasar mengenni karakter bangsa ini.

Kekhawatiran akan mutas: persone] vong sewakiu-wakin dapat terjadi juga menjadi
kendala dalam menjaga kontinuitas program yang sudah dibangun. Brigpol Apnyandi telah
membangon hubungan yang sangat baik dengan warga Desa Mabuan - selama masa
penigasannya vang cukup panjang. Jika terjadi pergantian personel secara mendadak, maka
polisi bam harus memoly proses adaptasi dan pembangunan kepercayaan dan tok nol
kembali, Belwy berpendapat bahwa wdealnya secrang Bhatinkamtibmas diberkan masa
tugas yang cukep lama agar program  pencegahan kejohatan  dapat berakar kuat
Ketidakpastion masa tugas ini terkodang membuat petugas kurang bermni merencanakan
program kerja jangka panjang vang bersifat fundamental.

" Hanil Wawancara dengan Brigpal A dl.. Bhabinka mubmas-lll.-u Mlhllll! hhu paten Barito Selatan,
padatanggal 10 April 2026, Lihat pwlo B | Bulfa, Perges idanaan, | Jakarta:
Lishuk Agung. 2011], him. 82, terkait penerapan meﬂlanpennl di ting kat pen-piduk an awal
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Secara sistematis, berbagai kendala di atas menunjukkan balwa pencegahan tindak
pidana di tingkat desa bukan hanya tangpung jowab kepolisian semata, Brigpol Aprivandi
menegaskan bahwa kolaborusi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan késadaran
warga adalab syarat matlak penyelesaian kendala terschut, Diperdukan kemavan politik dan
mimpinan daerh untuk mengalokaskan snggaran gunn mempercuat fasilitas Keamanan &
tingkat pedesaan.. Tanpa  penvelesaian kendaln  wkmis: dan sosiologis ini,  peran
Bhabinkamtibmas akan selalu berada dalom posisi vang terbatas dan kurang maksimal,
Sinergi koleknif adalah kunei utama dalam menghadapi tantangan keamanan masa depan di
Desa Mubuan vang semakin komplebs dan dinamis.

4. KESIMPULAN

Implementasi peran Bhabinkamitibmas dalam pencegahan tindak pidan Deza
Mabuan, Kabupaten Barito Selstan, telsh berjolan sesuni dengan semangat
Kepolisian Negara Republik Indoncsia Nomor | Tahun 2021 tentang Pemolisian
Masyarakat. Brigpol Aprivandi  Sebagai  pengemban  (ungsi Polmas  berhasil
mengintegrasikan strategi pre-caprive dan preventif melalui pendekatan vang humanis dan
dialogis. Keberh, nini tereermin dolam efektivitas program Daor ta Doar Systen (DDS)
dan optimalisasi Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FEPM) sehagai wadah mediasi
konilik sosal sertn deteks: dini potens: knmmalitas, Melalor penguatan kemitman sejugar
dengan warga, Bhabinkamtibmas mompu mengatas ketindan kontor polisi permanen
dengan membingun sistern Keamanan swakarsa vang. berbasis pada kepercavian publik
(public trust) dan kearifan lokal setempat,

Namun demikian, efektivitas peran tersebut masih dihadapkan pada kendala struk ral
dan sosiologis yang signifikan di lapangan, Faktor geografis yang sulit dijangkau,
keterba tasan sarana prasarana operasional, serta rasio personel yang tidak seimbang dengan
luns wilayah menjodi hambatan utsma dalam merespons gangguan Kamtibmas secm cepat.
Selain i, rendahmyn liters hukum sehagion masyarakat don adanya benturan antam noma
hukwn positif dengan kebinsann adat menuntut feksibilits senn Kompetenst negosias yang
lebih timgm dan personcl Bhabinkamtibmas. Untok itu, diperlukan dukungan regulasi
tingkat dacrah dan peningkatan aloknsi anggoran gunn memperkuat infrastruktur keamanan
desa serta pelatihan berkelanjutan bagi petugas agar mampu menghadapi dinamika
kejahatan modern di walay ah perdesaan secara lebih profesional dam terukur,
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